NOMOR: 9

BERITA DAERAH SALINAN
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4750);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI SATUAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.

Bupati adalah Bupati Majalengka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat
daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

9. Lembaga Teknis .............. 3



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(1)

(2)

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dapat berbentuk
badan, kantor dan rumah sakit umum daerah.

Kepala Pelaksana adalah Kepala yang memimpin Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

Rencana Statejik yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah rencana 5 (lima) tahunan
yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci
keberhasilan, tujuan, sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah penjabaran dari sasaran dan
program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
adalah dokumen pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPIJMD
adalah adalah dokumen pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana
pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya
disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada
Pemerintah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya
disebut LKP] adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh
kepala daerah kepada DPRD.

BAB II
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan
daerah yang meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana
wilayah, dan monitoring dan evaluasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Badan Perecanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi
bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring
dan evaluasi

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang
ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring dan
evaluasi;

C. pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan
monitoring dan evaluasi;
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d.
e.

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai uraian sebagai berikut :

1.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

merumuskan Perencanaan Pembangunan daerah secara makro bidang ekonomi,
sosial budaya, sarana dan prasarana wilayah, monitoring dan evaluasi yang meliputi
urusan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan
Ruang, Prerencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga kerja, Koperasi
Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga,
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum , Kepegawaian,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan
Informatika, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan,
Perindustrian dan Transmigrasi;

menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

Menyelenggarakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kabupaten;

Menyelenggarakan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
bidang perencanaan pembangunan daerah;

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah;

menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah pada skala Kabupaten;

melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;

menetapkan pedoman dan standar mekanisme perencanaan pembangunan daerah
kecamatan/desa;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

menyusun dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten
dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala
Kabupaten;

menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan
skala Kabupaten;

menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan pedesaan
skala Kabupaten;
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19.

20.

21.

22,

23.
24,

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

44,

merumuskan penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala
Kabupaten;

menyusun petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan
kawasan perdesaan skala Kabupaten;

menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan
wilayah dan kawasan skala Kabupaten;

menyusun pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten;

menyusun petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten;

menetapkan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan
skala Kabupaten;

merumuskan penetapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten;

merumuskan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala Kabupaten;

merumuskan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala
Kabupaten;

mengoordinasikan  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
daerah skala Kabupaten;

melaksanakan  konsultasi  perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah skala Kabupaten;

menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan
antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar
negeri skala Kabupaten;

melaksanakan Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
Kabupaten;

menyelenggaakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;

melaksanakan Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten;

menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di
kecamatan/desa;

melaksanakan Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan
skala Kabupaten;

menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan
perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa;

menyelenggarakan pengembangan wilayah tertinggal skala Kabupaten;

melaksanakan Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan
andalan skala Kabupaten;

merumuskan  kebijakan teknis dalam perencanaan kelembagaan dan
manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;

melaksanakan Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan
wilayah dan kawasan skala Kabupaten;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
skala Kabupaten;

menetapkan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
kecamatan/desa;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar
kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri
skala Kabupaten;
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.

61.

62.

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan
prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan
manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;

merumuskan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan
statistik skala Kabupaten;

menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan data indikator makro
pembangunan Kabupaten Majalengka;

menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak pembangunan di
Kabupaten Majalengka;

menyelenggarakan pelaksanaan pelaporan data dan informasi pembangunan di
Kabupaten Majalengka;

menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di Kabupaten
Majalengka

memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten;
memberikan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten;
menyelenggarakan statistik sektoral skala Kabupaten;

menyelenggarkan Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten;

merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan dan mekanisme penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan dan mekanisme penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan dan mekanisme penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

merumuskan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah bidang
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga kerja, Koperasi
Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga,
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum , Kepegawaian,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan
Informatika, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan,
Perindustrian dan Transmigrasi;

merumuskan rancangan awal dan mengoordinasikan RPIJM Daerah bidang
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Prerencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga kerja, Koperasi
Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga,
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum , Kepegawaian,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan
Informatika, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan,
Perindustrian dan Transmigrasi;
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

merumuskan rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Prerencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga
kerja, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan, Pemuda
dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum ,
Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan,
Komunikasi dan Informatika, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya
mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;

merumuskan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah
(musrenbang) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka
Menengah Derah (RPJMD) dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD);

merumuskan rancangan akhir  RPJP Daerah bidang Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Prerencanaan Pembangunan,
Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga kerja, Koperasi Usaha kecil menengah,
Penanaman modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum , Kepegawaian, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian,
Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan
Transmigrasi berdasakan hasil musrenbang;

merumuskan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Prerencanaan Pembangunan,
Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga kerja, Koperasi Usaha kecil menengah,
Penanaman modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum , Kepegawaian, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian,
Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan
Transmigrasi berdasakan hasil musrenbang;

merumuskan rancangan akhir RKPD bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan
Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Prerencanaan Pembangunan, Perhubungan,
Lingkungan hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Sosial, Tenaga kerja, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Pemerintahan Umum , Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian, Kehutanan, Energi dan
Sumberdaya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi berdasakan
hasil musrenbang;

menyelenggarakan Pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk keseluruhan perencanaan
pembangunan daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai
dengan kebijakan pembangunan daerah;

menyampaikan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah
kepada Bupati melalui sekretaris daerah;

menyelenggarakan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada Organisasi Perangkat daerah meliputi
penilaian terhadap pelaksanaan perumusan dokumen rencanan pembangunan
daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
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71.

72,

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

melaksanakan koordinasi tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah
propinsi;

mengoordinasikan penyusunan pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas
kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Kabupaten yang dilaksanakan
oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka untuk bahan
penyampaian laporan Bupati kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Bappenas;

menerima bahan pelaporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
membidangi Pemerintahan Desa mengenai laporan triwulan dan akhir tahun
anggaran atas kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah
Desa Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian laporan Bupati kepada
Kementerian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan;

mengoordinasikan penyusunan pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas
kegiatan tugas pembantuan dari Provinsi kepada Kabupaten yang dilaksanakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka untuk bahan
penyampaian laporan Bupati kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi;

menerima bahan pelaporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
membidangi Pemerintahan Desa mengenai laporan triwulan dan akhir tahun
anggaran atas kegiatan tugas pembantuan dari Provinsi kepada Pemerintah Desa
Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian laporan Bupati kepada Gubernur;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Badan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

menyampaikan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan
Laporan Keuangan Daerah;

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua......... 9



Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 3

(1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi :

a.

perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
mempunyai uraian tugas :

1.

10.

merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan;

Menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten;

mengoordinasikan pemaduserasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

menyelenggarkan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD, RPIJMD dan RKPD bidang perencanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD
dan RKPD kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati
bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;

11.mengendalikan.... 10
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis
kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan baik secara
bulanan, triwulan dan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai
laporan realisasi anggaran dan hasil pencapaian program kegiatan;

mengoordinasikan bidang-bidang pada dalam penyusunan laporan kegiatan tugas
pembantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi setiap triwulan dan akhir
tahun anggaran kepada bupati untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;

mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Badan dalam pelaksanaan akuntansi
dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggungjawaban
kuasa pengguna anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan
kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

mengoordinasikan  bidang-bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan
daerah kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa
sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelia bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;

mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah yang berada
dalam penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan rencana kebutuhan barang dan jasa lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

menyelenggarakan penatausaahaan aset daerah yang dikuasai oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan  penyusunan kebijakan dan peraturan lainnya dalam
penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang perencanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) urusan bidang
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan atau
pihak swasta;

mengoordinasikan penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah yang
menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan  penyelenggaran pengaduan masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan urusan bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di
lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan apel pagi, apel siang dan upacara Hari
Kesadaran Nasional setiap bulannya di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

29.menyelenggarakan......11
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menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan
bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerahdi lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan penyusunan laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan
urusan bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

menghimpun bahan-bahan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan SPM urusan bidang perencanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengoordinasikan usulan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
serta fungsional penjenjangan;

menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
menghimpun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;
melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 4

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata
warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

(2).Dalam melaksanakan....12
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi :

(3)

a.

perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Umum mempunyai uraian tugas :

1.

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan ketatawarkatan Badan meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan Badan dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor

(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang kantor Badan

10.

11.

Perencanaan Pembangunan Daerah;

menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) di
Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah  meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai
(Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum,
pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat
usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian
penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti
pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan
cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan,
membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan
peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan
Pegawai (DP-3);

12.mengusulkan.....13
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mengusulkan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta
fungsional penjenjangan sesuai dengan kebutuhan;

mengelola administrasi perjalanan Badan di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap;

melaksanakan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset pemerintah daerah yang berada
dalam penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

menyelenggarakan apel pagi, apel siang dan upacara setiap tanggal 17 setiap
bulannya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil dan pegawai
lainnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan pengelolaan kearsipan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pegawai di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat dalam
penyelenggaraan urusan bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan
administrasi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2).Dalam melaksanakan....14
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

(3)

a.

perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai uraian tugas :

1.

® N oo

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan dilingkup Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM ;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

meneliti dan melaksanakan pemeriksaan penatausahaan pengeluaraan permintaan
pembayaran oleh bendahara pengeluaran secara berkala;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

menyusun laporan realisasi anggaran pada Badan setiap bulan dan triwulan;
menyusun laporan neraca Badan setiap triwulan dan akhir tahun;
menyusun catatan atas laporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dilingkup
Badan;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah menurut pengolongan dan kodefikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B,
C, D, EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk
Inventaris barang milik pemerintah daerah;

pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) di lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Badan untuk diajukan
kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

20.menyusun.....15
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20. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

21. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan bangunan;

23. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
24. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;

25. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

26. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

27. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

28. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

29. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

30. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

31. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

32. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

33. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

34. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Cc. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

d.pelaksanaan....16
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan pemaduserasian penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja
tahunan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) tahunan dari
masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam urusan bidang perencanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

menghimpun,  memaduserasikan dan mengolah  perencanaan program dan
kegiatan dari bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

menyusun laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan urusan bidang
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati
dalam urusan bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai
bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
pada urusan bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;

melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan
bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

menyusun bahan koordinasi perencanaan terpadu penyelenggaraan urusan bidang
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah skala kabupaten;

menyusun penetapan kinerja atau yang sejenis pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;

menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Rancangan Prioritas Dan Plafon
Anggaran Sementara Kabupaten Majalengka;

melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) urusan bidang
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) urusan bidang
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-
masing bidang;

21.menyiapkan...... 17
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21. menyiapkan bahan perencanaan untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten;

22. menyusun bahan rekapitulasi bidang-bidang lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari
Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada
Bupati melalui Bappeda Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi
dana tugas pembantuan;

23. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai
dengan lingkup tugasnya;

24. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
25. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;

26. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

27. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

28. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

29. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

30. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

31. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

32. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

33. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

34. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

35. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi

Paragraf 1
Kepala Bidang Ekonomi

Pasal 7

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pertanian dan
kehutanan, koperasi dan pengembangan dunia usaha.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional perencanaan pembangunan daerah yaitu kehutanan dan
pertanian serta koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi kehutanan
dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, Koperasi Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu kehutanan
dan pertanian serta koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi
kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, Koperasi
Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

c.pengelolaan.....18
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pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah yaitu kehutanan dan
pertanian serta koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi kehutanan
dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, Koperasi Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.

merencanakan operasional perencanaan pembangunan daerah yaitu kehutanan dan
pertanian serta koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi kehutanan
dan perkebunan, Pertanian, dan ketahanan pangan, perikanan, Koperasi Usaha
Kecil Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
bidang ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka
kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan urusan kehutanan dan pertanian serta koperasi dan
pengembangan dunia usaha sebagai bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa
jabatan Bupati;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja  bidang ekonomi yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati;

menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang ekonomi, yang terdiri
dari kehutanan dan pertanian, serta koperasi dan pengembangan dunia usaha yang
meliputi kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan pangan, perikanan,
Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan
Pariwisata;

mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang
koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi Koperasi Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi
dan pengembangan dunia usaha yang meliputi Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi;

menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang koperasi dan
pengembangan dunia usaha yang meliputi, Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah bidang ekonomi
yang terdiri dari kehutanan dan pertanian, serta koperasi dan pengembangan dunia
usaha yang maliputi dari kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan
pangan, perikanan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Industri,
Perdagangan dan Pariwisata;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah bidang ekonomi
yang terdiri dari kehutanan dan pertanian, serta koperasi dan pengembangan dunia
usaha yang meliputi dari kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan
pangan, perikanan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Industri,
Perdagangan dan Pariwisata;
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menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja Daerah (RKPD)
bidang ekonomi yang terdiri dari kehutanan dan pertanian, serta koperasi dan
pengembangan dunia usaha yang meliputi kehutanan dan perkebunan, Pertanian
dan ketahanan pangan, perikanan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman
Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

menyusun bahan untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan RKPD bidang ekonomi yang
meliputi kehutanan dan pertanian, serta koperasi dan pengembangan dunia usaha
yang terdiri dari kehutanan dan perkebunan, Pertanian, Koperasi Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

menyusun rancangan akhir RPJP Daerah bidang ekonomi yang meliputi kehutanan
dan pertanian, serta koperasi dan pengembangan dunia usaha yang terdiri dari
kehutanan dan perkebunan, Pertanian, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman
Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata berdasakan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RPJM Daerah bidang ekonomi yang meliputi kehutanan
dan pertanian, serta koperasi dan pengembangan dunia usaha yang terdiri dari
kehutanan dan perkebunan, Pertanian, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman
Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata berdasakan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RKPD bidang ekonomi yang meliputi kehutanan dan
pertanian, serta koperasi dan pengembangan dunia usaha yang terdiri dari
kehutanan dan perkebunan, Pertanian, Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata berdasakan hasil
musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan
menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;

mengendalikan dan mengevaluasi sub bidang pertanian dan kehutanan, sub bidang
koperasi dan pengembangan dunia usaha;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna
anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang ekonomi;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah
bidang ekonomi;

memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan pertanian
dan kehutanan, koperasi dan pengembangan dunia usaha kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan

Pasal 8

(1) Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi yang
mepunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pertanian Dan
Kehutanan.

(2)

(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan urusan pembangunan daerah bidang Pertanian, Kehutanan
yang meliputi Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Pertanian dan Perikanan,
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Pertanian,
Kehutanan yang meliputi Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Pertanian dan
Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub
bidang Pertanian, Kehutanan dan yang meliputi Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan, Pertanian dan Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

merencanakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sub bidang Pertanian
dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengumpulkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sub
Bidang Pertanian dan Kehutanan pada bidang ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang bidang kehutanan dan pertanian
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang
kehutanan dan pertanian sebagai bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan
Bupati;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja sub bidang pertanian dan
kehutanan bidang ekonomi yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada
Bupati;

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah bidang
kehutanan dan pertanian yang meliputi kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan
ketahanan pangan,serta perikanan;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang kehutanan dan pertanian yang meliputi kehutanan dan perkebunan,
Pertanian dan ketahanan pangan, serta perikanan;

mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan
daerah bidang bidang kehutanan dan pertanian yang meliputi kehutanan dan
perkebunan, Pertanian dan ketahanan pangan,serta perikanan;
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melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi;

melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang kehutanan dan
pertanian yang meliputi kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan
pangan, serta perikanan;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah
bidang kehutanan dan pertanian yang meliputi kehutanan dan perkebunan,
Pertanian dan ketahanan pangan,serta perikanan;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPIM Daerah
bidang kehutanan dan pertanian yang meliputi kehutanan dan perkebunan,
Pertanian dan ketahanan pangan,serta perikanan;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang kehutanan dan pertanian yang meliputi
kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan pangan,serta perikanan;

menyiapkan penyusunan bahan untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan RKPD bidang
kehutanan dan pertanian yang meliputi kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan
ketahanan pangan,serta perikanan;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang kehutanan dan
pertanian yang meliputi kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan
pangan,serta perikanan berdasakan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang kehutanan dan
pertanian yang meliputi kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan
pangan,serta perikanan berdasakan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang kehutanan dan pertanian
yang meliputi kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan ketahanan pangan,serta
perikanan berdasakan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian dan
kehutanan

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
membagi tugas dan mengontrol sub bidang pertanian dan kehutanan;

menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan
pada sub bidang pertanian dan kehutanan secara bulanan,triwulan, tahunan yang
akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang ekonomi;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah
bidang ekonomi;

memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan pertanian
dan kehutanan kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

30.melaporkan ....22
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30. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha

Pasal 9

Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Ekonomi yang mepunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi
tugas dan mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Koperasi
dan Pengembangan Dunia Usaha.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan urusan Pembangunan daerah bidang Koperasi Dan
Pengembangan Dunia Usaha;

pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Koperasi Dan
Pengembangan Dunia Usaha;

pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub
bidang Koperasi Dan Pengembangan Dunia Usaha;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

1.

merencanakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sub bidang koperasi
dan pengembangan dunia usaha yang meliputi, Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub
bidang koperasi dan pengembangan dunia usaha pada bidang ekonomi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi dan pengembangan
dunia usaha sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabatan bupati;

menyiapkan bahan-bahan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang
koperasi dan pengembangan dunia sebagai bahan LKPJ] tahunan dan LKPJ] akhir
masa jabatan Bupati;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang ekonomi yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati;

menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang
koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi Koperasi Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi Koperasi Usaha
Kecil Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan
daerah bidang koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi, Koperasi
Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
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melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi;

melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang koperasi dan
pengembangan dunia usaha yang meliputi, Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah bidang
koperasi dan pengembangan dunia usaha yang maliputi, Koperasi Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah
bidang koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi, Koperasi Usaha
Kecil Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang koperasi dan pengembangan dunia usaha
yang meliputi Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Industri,
Perdagangan dan Pariwisata;

menyiapkan penyusunan bahan untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan RKPD bidang
koperasi dan pengembangan dunia usaha yang meliputi, Koperasi Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang koperasi dan
pengembangan dunia usaha yang meliputi Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata berdasakan hasil
musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang koperasi dan
pengembangan dunia usaha yang meliputi Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata berdasakan hasil
musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang koperasi dan
pengembangan dunia usaha yang meliputi Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Penanaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pariwisata berdasakan hasil
musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan
pengembangan dunia usaha;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;

membagi tugas dan mengontrol sub bidang koperasi dan pengembangan dunia
usaha;

menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan
secara, bulanan,triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang ekonomi;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup sub
bidang koperasi dan pengembangan dunia usaha Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah
bidang ekonomi;

memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan, koperasi
dan pengembangan dunia usaha kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

28.membimbing.....24



(1)

(2)

(3)

24

28. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

29. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk arahan pengembangan karier;
30. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

31. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Sosial dan Budaya

Paragraf 1
Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 10

Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola,  mengoordinasikan, = mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi
Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pembangunan daerah yaitu Pemerintahan dan
Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi  Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam
negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan
Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah vyaitu
Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial,
meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan
Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

C. pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah yaitu Pemerintahan dan
Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi, Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam
negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan
Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Sosial dan Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan operasional pembangunan daerah yaitu Pemerintahan dan
Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan
Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2.menyampaikan...25
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menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
bidang sosial dan budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka
kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan urusan bidang sosial dan budaya sebagai bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang sosial dan budaya yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati;

menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang sosial dan budaya
yaitu Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial,
meliputi  Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan
Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial
dan budaya vyaitu Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga,
Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan
budaya yaitu Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga,
Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial dan budaya;

menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang sosial dan budaya
yaitu Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial,
meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan
Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam
negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan
Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJIM Daerah bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam
negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan
Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan,
Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan
Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

14.menyusun...... 26



14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

26

menyusun bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan  Pembangunan
(musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) dan penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD);

menyusun rancangan akhir RPJP Daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial,
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasakan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RPJM Daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial,
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasakan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RKPD bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasakan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

menyusun bahan dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah
Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

menyusun Penetapan pedoman dan standar mekanisme perencanaan
pembangunan daerah kecamatan/desa;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan
budaya;

mengendalikan dan mengevaluasi sub bidang Pemerintahan dan pendidikan, serta
Kependudukan dan Kesejahteraan sosial;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna
anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang social dan budaya;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
sosial dan budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan
pemerintahan dan pendidikan, serta kependudukan dan kesejahteraan sosial
kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2...... 27
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Paragraf 2
Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan
Budaya yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang
Pemerintahan dan Pendidikan.

(2)

(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan urusan Pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan
Pendidikan yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga,
Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;

pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan
dan Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan,
Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;

pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub
bidang Pemerintahan dan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga,
Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Pemerintahan dan Pendidikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

merencanakan kegiatan pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan dan
Pendidikan, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan,
Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub
bidang Pemerintahan dan Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menyiapkan bahan-bahan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang
Pemerintahan dan Pendidikan sebagai bahan penyusunan LKPJ] tahunan dan LKPJ]
akhir masa jabatan Bupati;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja sub bidang Pemerintahan dan
pendidikan bidang sosial dan budaya yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat
sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kepada Bupati;

menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang
Pemerintahan dan Pendidikan, meliputi  Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang Pemerintahan dan Pendidikan, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;

mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan
daerah bidang Pemerintahan dan Pendidikan, meliputi Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik
dalam negeri;

9.menyelenggarakan.....28
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menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial dan budaya;

melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Pemerintahan dan
Pendidikan, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan,
Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah
bidang Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan,
Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; serta otonomi daerah pemerintahan
umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian dan persandian;

menyiapkan rancangan awal dan bahan koordinasi RPIJM Daerah bidang
Pemerintahan dan Pendidikan meliputi  Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;
serta otonomi daerah pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah
kepegawaian dan persandian;

menyusun rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) bidang Pemerintahan dan Pendidikan meliputi Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan
Bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi daerah pemerintahan umum
administrasi umum perangkat daerah kepegawaian dan persandian;

menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan
RKPD bidang Pemerintahan dan Pendidikan meliputi Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik
dalam negeri serta otonomi daerah pemerintahan umum administrasi umum
perangkat daerah kepegawaian dan persandian;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang Pemerintahan dan
Pendidikan, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga,
Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi
daerah pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian
dan persandian, berdasakan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Pemerintahan dan
Pendidikan, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga,
Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi
daerah pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian
dan persandian, berdasakan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang Pemerintahan dan
Pendidikan, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga,
Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi
daerah pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian
dan persandian berdasakan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar
daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar
negeri;

menyiapkan bahan penyusunan Penetapan pedoman dan standar mekanisme
perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;

menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar
daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar
negeri;

melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan
pendidikan;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
25.membagi.....29
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25. membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas pemerintahan dan pendidikan;

26. menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan
secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. melaksanakan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup sub bidang Pemerintahan dan
pendidikan;

28. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup sub
bidang Pemerintahan dan pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

29. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah,
administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

30. memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan
Pemerintahan dan pendidikan kepada atasan;

31. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

32. membimbing atau memberikan petunjuk agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

33. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
34. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

35. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai denga
tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan
Budaya yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang
Kependudukan Dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial meliputi  Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub
bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan
Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
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merencanakan kegiatan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial, meliputi, Sosial, Kesehatan, @Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub
bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan urusan
perencanaan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan urusan Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial sebagai
bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada
Bupati;

menyiapkan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang
Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan
daerah bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyelenggarakan  penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial dan
budaya;

melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah bidang
Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan
Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah
bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi  Sosial, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial,
meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan
ketransmigrasian dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan
RKPD Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
berdasakan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
berdasarkan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial, meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
berdasakan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan
dan kesejahteraan sosial;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi.

membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas sub bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan sosial;

menyiapkan dokumen pertangungjawaban laporan-laporan kegiatan, keuangan
secara,bulanan,triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang sosial dan budaya;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
sosial dan budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah,
administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan
Kependudukan dan Kesejahteraan sosial kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Pasal 13

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi
Sarana Prasarana dan Pertambangan, serta Tata Ruang dan Perhubungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pembangunan daerah yaitu Sarana Prasarana dan
Pertambangan, serta Tata Ruang dan Perhubungan, meliputi  Pekerjaan Umum,
Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan Lingkungan hidup, Energi dan Sumber
daya mineral;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu
perencanaan pembangunan daerah yaitu Sarana Prasarana dan Pertambangan,
serta Tata Ruang dan Perhubungan, meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya
mineral;

C. pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah vyaitu perencanaan
pembangunan daerah yaitu Sarana Prasarana dan Pertambangan, serta Tata Ruang
dan Perhubungan, meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya mineral;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan operasional pembangunan daerah yaitu Sarana Prasarana dan
Pertambangan, serta Tata Ruang dan Perhubungan meliputi Pekerjaan Umum,
Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber
daya mineral;

2. menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
bidang sarana dan prasarana wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam rangka kelancaran tugas;

3. menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

4. menghimpun bahan-bahan bidang sarana dan prasarana wilayah sebagai bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

5. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang sarana dan prasarana wilayah
oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah kepada Bupati;

6. menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana
wilayah yang meliputi urusan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan
Ruang, Perhubungan Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya mineral;

7. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sarana
prasarana dan wilayah vyaitu Sarana Prasarana dan Pertambangan, serta Tata
Ruang dan Perhubungan, meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya mineral;

8.mengelola....33
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mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang sarana
prasarana dan wilayah vyaitu Sarana Prasarana dan Pertambangan, serta Tata
Ruang dan Perhubungan, meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya mineral;

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi;

menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Sarana Prasarana
dan Pertambangan, serta Tata Ruang dan Perhubungan, yang meliputi Pekerjaan
Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan
Sumber daya mineral;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah bidang Pekerjaan
Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Energi dan Sumber daya mineral;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah bidang Pekerjaan
Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Energi dan Sumber daya mineral;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Pertanahan,
Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya mineral;

menyusun bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan  Pembangunan
(musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Derah dan penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD);

menyusun rancangan akhir RPJP Daerah bidang Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber
daya mineral berdasakan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RPJM Daerah bidang Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber
daya mineral berdasakan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RKPD bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan
Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya
mineral berdasakan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala Kabupaten;

menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala Kabupaten;

menyusun penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala
Kabupaten;

menyusun petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan
kawasan perdesaan skala Kabupaten;

menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;

menyusun pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
menyusun petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten;

menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten;

menyusun penetapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten;

menyusun bahan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala
Kabupaten;
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menyusun bahan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan
skala Kabupaten;

mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
daerah skala Kabupaten;

melaksanakan Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
Kabupaten;

menyelenggarakan Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;

melaksanakan Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten;

menyelenggarakan Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di
kecamatan/desa;

melaksanakan Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan
skala Kabupaten;

menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang sarana
prasarana dan wilayah;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;

mengendalikan dan  mengevaluasi  sub bidang Sarana Prasarana dan
Pertambangan, serta Tata Ruang dan Perhubungan;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai pengguna anggaran pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang sarana prasarana dan
wilayah;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
sarana prasarana dan wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanan pembangunan
Sarana Prasarana dan Pertambangan, serta Tata Ruang dan Perhubungan kepada
atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan

Pasal 14

(1) Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana
dan Prasarana Wilayah yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan
daerah Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan.

(2)

(3)

Dalam menyelenggarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan urusan Pembangunan daerah bidang Sarana Prasarana Dan
Pertambangan meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air,
Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Sarana
Prasarana Dan Pertambangan meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya
Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub
bidang Sarana Prasarana Dan Pertambangan meliputi Pekerjaan Umum,
Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

merencanakan kegiatan pembangunan daerah Bidang Sarana Prasarana dan
Pertambangan, meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air,
Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub
bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Sarana  Prasarana dan
Pertambangan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabatan bupati;

menyiapkan bahan-bahan urusan Sarana Prasarana dan Pertambangan sebagai
bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang sarana dan prasarana
wilayah oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah kepada Bupati;

menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang
Sarana Prasarana dan Pertambangan, meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan
Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan, meliputi  Pekerjaan Umum,
Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Sarana
Prasarana dan Pertambangan, meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya
Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang sarana prasarana dan
wilayah;
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melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Sarana Prasarana dan
Pertambangan, meliputi  Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air,
Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah
bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan, meliputi Pekerjaan Umum,
Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah
bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan, meliputi Pekerjaan Umum,
Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan,
meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan
Sumber daya mineral;

menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan
RKPD bidang Sarana Prasarana dan Pertambangan, meliputi Pekerjaan Umum,
Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang Sarana Prasarana
dan Pertambangan, meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air,
Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral berdasakan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Sarana Prasarana
dan Pertambangan, meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air,
Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral berdasakan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang Sarana Prasarana dan
Pertambangan, meliputi  Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air,
Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral berdasakan hasil musrenbang;

melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Sarana Prasarana
dan Pertambangan;

melaksanakan SPM kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
membagi tugas dan mengontrol sub bidang Sarana Prasarana dan Wilayah;

menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan
secara bulanan,triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Sarana prasarana
dan wilayah;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
Sarana prasarana dan wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan sesuai lingkup tugasnya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanan pembangunan
Sarana Prasarana dan Pertambangan kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 3
Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

Pasal 15

Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana Wilayah yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan
daerah sub bidang Tata Ruang dan Perhubungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan Pembangunan daerah bidang Tata Ruang dan
Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan hidup;

b. pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Tata Ruang
dan Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan hidup;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub
bidang Tata Ruang dan Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan
Lingkungan hidup;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan pembangunan daerah bidang Sarana Prasarana dan
Pertambangan, meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan hidup

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub
bidang Tata Ruang Dan Perhubungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam rangka kelancaran tugas;

3. menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Tata Ruang Dan Perhubungan
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

4. menyiapkan bahan-bahan urusan Tata Ruang Dan Perhubungan sebagai bahan
penyusunan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

5. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang sarana dan prasarana
wilayah oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah kepada Bupati;

6. menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang
Tata Ruang Dan Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan
Lingkungan hidup;

7. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang Tata Ruang Dan Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan
Lingkungan hidup

8. mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Tata
Ruang dan Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan
hidup;

9. melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang saran prasrana dan
wilayah;

10. melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Tata Ruang Dan
Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan hidup;
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menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah
bidang Tata Ruang Dan Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan
Lingkungan hidup;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah
bidang Tata Ruang Dan Perhubungan meliputi penataan Ruang, Perhubungan, dan
Lingkungan hidup;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang Tata Ruang Dan Perhubungan meliputi
Penataan Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan hidup;

menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan
RKPD bidang Tata Ruang Dan Perhubungan meliputi Penataan Ruang,
Perhubungan, dan Lingkungan hidup;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah Bidang Tata Ruang Dan
Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan hidup
berdasakan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Tata Ruang Dan
Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan hidup
berdasakan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang Tata Ruang Dan
Perhubungan meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan hidup
berdasakan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah
Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

menyusun bahan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Kabupaten;

menyusun bahan penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan
skala Kabupaten;

menyiapkan penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;

menyiapkan penyusunan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan
kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;

menyiapkan penyusunan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala
Kabupaten;

menyiapkan penyusunan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala
Kabupaten;

menyusun bahan penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten;

menyusun bahan penetapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten;

menyiapkan bahan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala
Kabupaten;

menyiapkan bahan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan
skala Kabupaten;

menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah skala Kabupaten;

melaksanakan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
Kabupaten;

32.melaksanakan.....39
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32. melaksanakan Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;

33. menyiapkan bahan pelaksanaan Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten;

34. melaksaanakan Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di
kecamatan/desa;

35. melaksanakan Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala
Kabupaten;

36. melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Tata Ruang Dan
Perhubungan;

37. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
38. membagi tugas dan mengontrol sub bidang Tata Ruang dan Perhubungan;

39. menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan
secara bulanan,triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

40. melaksanakan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Sarana Prasarana
dan Wilayah;

41. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
sarana prasarana dan wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

42. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

43. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanan pembangunan Tata
Ruang dan Perhubungan kepada atasan;

44. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

45. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

46. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
48. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
49. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Monitoring, Evaluasi dan Data

Paragaraf 1
Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Data

Pasal 16

Bidang Monitoring, Evaluasi dan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola,  mengoordinasikan, = mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan Monitoring, Evaluasi dan Data perencanaan
pembangunan daerah yang meliputi monitoring dan evaluasi, serta data dan statistik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Monitoring, Evaluasi dan Data mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan Monitoring, Evaluasi dan Data perencanaan
pembangunan daerah yang meliputi monitoring dan evaluasi, serta data dan
statistik;

b.pengoordinasian......40
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b. pengoordinasian Monitoring, Evaluasi dan Data perencanaan pembangunan daerah
yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan
Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan
Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Pariwisata,
Perikanan Perdagangan dan Perindustrian;

C. pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Data perencanaan pembangunan daerah
yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan
Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan
Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Pariwisata,
Perikanan Perdagangan dan Perindustrian;

d. pengendalian, dan pelaporan urusan perencanaan pembangunan daerah yang
meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan
Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Pariwisata,
Perikanan Perdagangan dan Perindustrian; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Monitoring, Evaluasi dan Data mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan operasional Monitoring, Evaluasi dan Data perencanaan
pembangunan daerah yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum,
Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan,
Lingkungan hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman
modal, Kebudayaan dan Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan
Informatika, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya
mineral, Pariwisata, Perikanan Perdagangan dan Perindustrian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
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menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
bidang Monitoring Evaluasi, dan Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam rangka kelancaran tugas;

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Kabupaten;

menyusun Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ akhir
masa jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Monitoring, Evaluasi dan Data
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan perencanaan pembangunan
daerah bidang Monitoring, Evaluasi dan Data yang akan dikoordinasikan oleh
Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah kepada Bupati;

mengoordinasikan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah
bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan
Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Pariwisata,
Perikanan Perdagangan dan Perindustrian;

mengelola dan menganalisa data Monitoring dan Evaluasi perencanaan
pembangunan daerah bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal,
Kebudayaan dan Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika,
Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Pariwisata, Perikanan Perdagangan dan Perindustrian;

menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah;

mengoordinasikan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
melaksanakan konsultasi pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;

menyelenggarakan  monitoring dan evaluasi pelaksanaan  perencanaan
pembangunan daerah skala Kabupaten;

menyelenggarakan  monitoring dan evaluasi pelaksanaan  perencanaan
pembangunan daerah kecamatan/desa;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan
antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar
negeri skala Kabupaten;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah
tertinggal skala Kabupaten;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan
prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;
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menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan
manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;

merumuskan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan
statistik skala Kabupaten;

menyelenggarakan Pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk keseluruhan perencanaan
pembangunan daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut
penyompangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai
dengan kebijakan pembangunan daerah;

menyusun penyampaian hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan
daerah kepada Bupati melalui sekretaris daerah;

menyelenggarakan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada Organisasi Perangkat daerah meliputi
penilaian terhadap pelaksanaan perumusan dokumen rencanan pembangunan
daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;

menyelenggarakan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak pembangunan di
Kabupaten Majalengka;

menyelenggarakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala
Kabupaten;

menyelenggarakan pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala
Kabupaten;

menyelenggarakan penyusunan data statistik sektoral skala Kabupaten;
menyelenggarkan Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten;

menyusun pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
pembantuan dari Pemerintah kepada Kabupaten yang dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat daerah (OPD) Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian laporan
Bupati kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi, Menteri Dalam Neger, Menteri
Keuangan dan Bappenas;

menerima bahan pelaporan dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang
membidangi Pemerintahan Desa mengenai laporan triwulan dan akhir tahun
anggaran atas kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah
Desa Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian laporan Bupati kepada
Kementerian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan;

menyusun pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
pembantuan dari Provinsi kepada Kabupaten yang dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat daerah (OPD) Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian
laporan Bupati kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi;

menerima bahan pelaporan dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) vyang
membidangi Pemerintahan Desa mengenai laporan triwulan dan akhir tahun
anggaran atas kegiatan tugas pembantuan dari Provinsi kepada Pemerintah Desa
Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian laporan Bupati kepada Gubernur;
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
mengendalikan dan mengevaluasi sub bidang monitoring dan evaluasi, serta data
dan statistik;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna
anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang monitoring, Evaluasi dan
data;
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38. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup
bidang monitoring, Evaluasi dan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

39. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

40. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan monitoring, Evaluasi, data dan
statistk kepada atasan;

41. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

42. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

43. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
44. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
45. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi
dan Data yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengawasi urusan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal,
Kebudayaan dan Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika,
Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Pariwisata, Perikanan Perdagangan dan Perindustrian;

b. pelaksanaan urusan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah
yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan
Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan
Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Pariwisata,
Perikanan Perdagangan dan Perindustrian;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan monitoring dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah; dan
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

merencanakan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi perencanaan pembangunan
daerah bidang yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal,
Kebudayaan dan Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika,
Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Pariwisata, Perikanan Perdagangan dan Perindustrian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub
Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan
LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menyiapkan bahan-bahan urusan monitoring dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan LKP] tahunan dan LKPJ akhir
masa jabatan Bupati;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Monitoring dan Evaluasi
yang dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati;

menyiapkan bahan koordinasi Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan
daerah bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan
Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan
Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Pariwisata,
Perikanan Perdagangan dan Perindustrian;

mengumpulkan dan menganalisa Monitoring dan Evaluasi perencanaan
pembangunan daerah bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi, Koperasi Usaha kecil menengah, Penanaman modal,
Kebudayaan dan Pariwisata, pemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika,
Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Pariwisata, Perikanan Perdagangan dan Perindustrian;
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melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Kabupaten;

melaksanakan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir
tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

menyaiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan urusan perencanaan
pembangunan daerah bidang Monitoring, Evaluasi dan Data sebagai bahan
penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan perencanaan pembangunan
daerah bidang Monitoring, Evaluasi dan Data yang akan dikoordinasikan oleh
Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah kepada Bupati

menyusun bahan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
menyusun bahan konsultasi pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah kecamatan/desa;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar
kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri
skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah
tertinggal skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan
prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;

monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen
pengembangan  wilayah dan  kawasan skala  KabupatenMerumuskan
penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala
Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pembangunan di Kabupaten
Majalengka;

melaksanakan Pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah untuk keseluruhan perencanaan pembangunan
daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah;

menyiapkan bahan Penyampaian hasil pemantauan dan supervisi rencana
pembangunan daerah kepada Bupati melalui sekretaris daerah;

melaksanakan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat daerah meliputi
penilaian terhadap pelaksanaan perumusan dokumen rencanan pembangunan
daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;

menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka
pencapaian rencana pembangunan daerah;

melaksanakan penyusunan pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas
kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Kabupaten yang dilaksanakan
oleh OPD di Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian laporan Bupati
kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi, Menteri Dalam Neger, Menteri
Keuangan dan Bappenas;
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menerima bahan pelaporan dari OPD yang membidangi Pemerintahan Desa
mengenai laporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Majalengka untuk
bahan penyampaian laporan Bupati kepada Kementerian/lembaga pemberi dana
tugas pembantuan;

melaksanakan penyusunan pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas
kegiatan tugas pembantuan dari Provinsi kepada Kabupaten yang dilaksanakan oleh
OPD Kabupaten Majalengka untuk bahan penyampaian laporan Bupati kepada
Gubernur melalui Bappeda Provinsi;

menerima bahan pelaporan dari OPD yang membidangi Pemerintahan Desa
mengenai laporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
pembantuan dari Provinsi kepada Pemerintah Desa Kabupaten Majalengka untuk
bahan penyampaian laporan Bupati kepada Gubernur;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
membagi tugas dan mengontrol urusan sub bidang monitoring dan evaluasi,;

menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan
secara bulanan,triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang monitoring, evaluasi dan
data;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
Monitoring, Evaluasi dan Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan monitoring dan Evaluasi kepada
atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bidang Data dan Statistik

Pasal 18

Sub Bidang Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Data
yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas
dan mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Bidang Data
dan Statistik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang Bidang
Data dan urusan Statistik;

pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Bidang Data
dan urusan Statistik;

c.pembagian......47
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pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub
bidang Bidang Data dan urusan Statistik;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Data dan Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

merencanakan kegiatan urusan Data dan Statistik yang meliputi data perencanaan
pembangunan daerah dan urusan statistik;

menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub
bidang Bidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Data dan Statistik sebagai
bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menyiapkan bahan-bahan urusan Data dan Statistik sebagai bahan penyusunan
LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang Data dan Statistik wilayah
oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah kepada Bupati;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang Data dan Statistik;

mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Data
dan Statistik;

melaksanakan Penyusunan dan pengembangan data indicator makro pembangunan
Kabupaten Majalengka;

melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang Data dan Statistik ;
melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten;

melaksanakan pelaporan data dan informasi pembangunan di Kabupaten
Majalengka;

menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala
Kabupaten;

menyiapkan bahan pemberiandukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala
Kabupaten;

melaksanakan statistik sektoral skala Kabupaten;
melaksanakan Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten;
membagi tugas dan mengontrol sub bidang Data dan Statistik;

menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan
secara bulanan,triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

melaksanakan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup sub bidang Data dan
Statistik;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup sub
bidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanan pembangunan Data
dan Statistik kepada atasan;
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23. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

24. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

25. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
26. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
27. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB III
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 19

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan, mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan
penanggulangan bencana ;

b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana;

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Badan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan penetapan program kerja Badan;

2. menyelenggarakan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan
penanggulangan bencana ;

3. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;

4. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,
unsur pengarah dan unsur pelaksana;

5. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta
dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;

6. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
keputusan;

menyelenggarakan pelaporan kepada Bupati;
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
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Bagian Kedua
Kepala Pelaksana

Pasal 20

Kepala Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan,
menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang penanggulangan
bencana yang meliputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan
logistik serta bidang rehablitasi dan rekonstruksi serta kesekretariatan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Pelaksana, mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;

C. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana;
d

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana skala Kabupaten;

2. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan RENSTRA dan RENJA badan
penanggulangan bencana daerah dalam rangka kelancaran tugas;

3. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang penanggulangan
bencana sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

4. menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
bidang penanggulangan bencana daerah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD akhir masa jabatan bupati;

5. menyiapkan bahan-bahan LKPJ] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
bidang penanggulangan bencana;

6. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

7. menyusun dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana skala
kabupaten;

8. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan penanggulangan bencana skala
kabupaten;

9. menyelenggarakan perencanaan penanggulangan bencana skala Kabupaten;
10. menyelenggarakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;

11. menyelenggarakan pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

12. menyelenggarakan analisis kemungkinan dampak bencana;

13. menyelenggarakan pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

14. menyelenggarakan penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak
bencana;

15. menyelenggarakan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia
skala kabupaten;

16. menyelenggarakan pengurangan resiko bencana skala kabupaten;
17. menyelenggarakan kampanye peduli bencana;

18. menyelenggarakan tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga,
organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha;
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menyelenggarakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pendanaan
dan kegiatan persiapan menghadapi bencana;

menyelenggarakan pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
menyelenggarakan perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
menyelenggarakan pengembangan budaya sadar bencana;

menyelenggarakan peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan
bencana;

menyelenggarakan  penerapan upaya fisik, nonfisik, dan  pengaturan
penanggulangan bencana;

menyelenggarakan pencegahan bencana skala kabupaten;
menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan skala kabupaten;

menyelenggarakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan
bencana;

menyelenggarakan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem
peringatan dini bencana skala kabupaten;

menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar bencana skala kabupaten;

menyelenggarakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat bencana skala kabupaten;

menyelenggarakan penyiapan lokasi evakuasi bencana skala kabupaten;

menyelenggarakan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur
tetap tanggap darurat bencana skala kabupaten

menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat skala
kabupaten;

menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,
kerugian, dan sumber daya;

menyelenggarakan penentuan status keadaan darurat bencana skala kabupaten;

menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana skala
kabupaten;

menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana skala kabupaten;
menyelenggarakan perlindungan terhadap kelompok rentan;
menyelenggarakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

menyelenggarakan sistem menajemen logistik dan peralatan bencana skala
kabupaten;

menyelenggarakan rehabilitasi bencana skala kabupaten;
menyelenggarakan perbaikan lingkungan daerah bencana skala kabupaten;
menyelenggarakan perbaikan prasarana dan sarana umum;

menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pasca
bencana;

menyelenggarakan pemulihan sosial psikologis;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan bencana skala kabbupaten;

menyelenggarakan rekonsiliasi dan resolusi konflik pasca bencana;
49.menyelenggarakan......51
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menyelenggarakan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
menyelenggarakan pemulihan keamanan dan ketertiban;
menyelenggarakan pemulihan fungsi pemerintahan;

menyelenggarakan pemulihan fungsi pelayanan publik.
menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi bencana skala kabupaten;
menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana umum;
menyelenggarakan pembangunan sarana sosial masyarakat;
menyelenggarakan pembangkitan kehidupan sosial budaya masyarakat;

menyelenggarakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

menyelenggarakan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

menyelenggarakan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
menyelenggarakan peningkatan fungsi pelayanan publik;
menyelenggarakan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
penanggulangan bencana di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang selaku Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang Tugas Pembantuan yang disampaikan kepada pemberi
dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan
pemerintahan daerah Kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah
desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan badan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyampaikan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan
Keuangan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkup tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai
dengan lingkup tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
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74. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

75. membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

76. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

77. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui
Kepala Badan; dan

78. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Kepala
Badan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 21

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

b. pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

C. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris

mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan operasional kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengoordinasikan pemaduserasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

3. menyelenggarkan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dalam rangka
kelancaran tugas;

4. menghimpun bahan-bahan RPIPD, RPJMD dan RKPD bidang penanggulangan
bencana daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten;

5. menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati
bidang penanggulangan bencana daerah sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan
dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

6. menghimpun bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
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menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagai pertanggungjawaban kepada bupati;

menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan
alat tulis kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
program kegiatan;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan baik secara
bulanan, triwulan dan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai
laporan realisasi anggaran dan hasil pencapaian program kegiatan;

mengoordinasikan kegiatan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah
dan/atau pemerintah provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada
bupati untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;

mengoordinasikan  kegiatan bidang-bidang lingkup Badan dalam pelaksanaan
akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggungjawaban kuasa
pengguna anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan kepada
pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

mengoordinasikan kegiatan bidang-bidang lingkup Badan Penanggulangan Bencana
Daerah untuk bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan
daerah kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa
sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelia bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;

mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah yang berada
dalam penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

mengoordinasikan rencana kebutuhan barang dan jasa di lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ;

menyelenggarakan penatausaahaan aset daerah yang dikuasai oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

mengoordinasikan  penyusunan kebijakan dan peraturan lainnya dalam
penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang
Penanggulangan Bencana Daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan atau
pihak swasta;

mengoordinasikan  penyelenggaran pengaduan masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan urusan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di
lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan apel pagi, apel siang dan upacara setiap
tanggal 17 setiap bulannya di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
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26. menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di lingkup Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

27. mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

28. mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan
Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

29. mengoordinasikan penyusunan laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan
urusan Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

30. menghimpun bahan-bahan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

31. mengoordinasikan pelaksanaan SPM urusan Penanggulangan Bencana di lingkup
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

32. mengoordinasikan usulan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
serta fungsional penjenjangan;

33. menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

34. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
35. menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

36. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

37. mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;

38. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

39. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

40. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

41. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

42. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

43. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

44. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

45. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 22

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata
warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi :
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perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Umum mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.
14.

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan ketatawarkatan Badan meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan Badan dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, perbekalan serta ruang kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa di Lingkup Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang di Lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang di lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang di lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan
Bencana Daerah meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai
(Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum,
pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat
usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian
penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti
pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan
cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan,
membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan
peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan
Pegawai (DP-3);

mengusulkan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta
fungsional penjenjangan sesuai dengan kebutuhan;

mengelola administrasi perjalanan Badan di lingkup Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap;

melaksanakan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
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15. melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

16. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset pemerintah daerah yang berada
dalam penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

17. menyelenggarakan apel pagi, apel siang dan upacara setiap tanggal 17 setiap
bulannya di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

18. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil dan pegawai
lainnya di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

19. melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

20. melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pegawai di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

21. melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat dalam
penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana Daerah;

22. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
23. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;

24. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

25. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

26. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

27. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

28. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

29. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

30. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

31. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

32. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 23

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan
administrasi keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

C. pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Badan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai uraian tugas :

1.

® N O

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan dilingkup Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

meneliti dan melaksanakan pemeriksaan penatausahaan pengeluaraan permintaan
pembayaran oleh bendahara pengeluaran secara berkala;

menyusun akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi
pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

menyusun laporan realisasi anggaran pada Badan setiap bulan dan triwulan;
menyusun laporan neraca Badan setiap triwulan dan akhir tahun;
menyusun catatan atas laporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dilingkup
Badan;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menurut pengolongan dan kodefikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B,
C,D,EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan
Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;

pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) di lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Badan untuk diajukan
kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan bangunan;
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23. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
24. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;

25. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

26. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

27. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

28. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

29. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

30. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

31. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

32. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

33. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

34. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 24

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan yang meliputi  penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

C. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

2. melaksanakan pemaduserasian penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja
tahunan dengan RPJPD, RPIJMD dan RKPD;

3. menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) tahunan dari
masing-masing bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
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mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam Penanggulangan Bencana
sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di lingkup Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

menghimpun,  memaduserasikan dan mengolah  perencanaan program dan
kegiatan dari bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

menyusun laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan urusan Penanggulangan
Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati
dalam bidang Penanggulangan Bencana sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan
dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
pada bidang Penanggulangan Bencana;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;

melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Penanggulangan Bencana di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

menyusun bahan koordinasi  perencanaan terpadu penyelenggaraan urusan
Penanggulangan Bencana skala kabupaten;

menyusun penetapan kinerja atau yang sejenis pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di
lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan Penanggulangan
Bencana di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-
masing bidang;

menyiapkan bahan perencanaan untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten;

menyusun bahan rekapitulasi bidang-bidang lingkup Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari
Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada
Bupati melalui Bappeda Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi
dana tugas pembantuan;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai
dengan lingkup tugasnya;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

28.mengevaluasi......... 60



(1)

(2)

(3)

60

28. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

29. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

30. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

31. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

32. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

33. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

34. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Paragraf 1
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 25

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
b. pengelolaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

C. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan operasional pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2. menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
badan penanggulangan bencana daerah dalam rangka kelancaran tugas;

3. menghimpun bahan-bahan RPIJPD dan RPJMD urusan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

4. menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

5. menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati dalam
urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

6. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada
Bupati;
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7. menyusun pedoman dan Standar Operasional Prosedur terhadap usaha kegiatan
pencegahan dan kesiapsiagaan;

8. menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang pencegahan dan mitigasi
bencana;

9. mengelola dan menganalisa urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
10. melaksanakan pembangunan sistem mitigasi bencana skala Kabupaten;

11. melaksanakan penyusunan data informasi rawan bencana di lingkungan pemerintah
Kabupaten Majalengka;

12. mengendalikan dan  mengevaluasi  urusan pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana;

13. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Pelaksana sebagai pengguna
anggaran APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan, tahunan vyang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

15. mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan;

16. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

17. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

18. memberikan saran dan pertimbangan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana;

19. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

20. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap bawahan berdasarkan
pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

21. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
22. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
23. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pencegahan Bencana

Pasal 26

Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan pencegahan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan pencegahan bencana;

b. pelaksanaan urusan pencegahan bencana;

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pencegahan bencana;
d

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi pencegahan Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
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merencanakan kegiatan Seksi pencegahan bencana pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) seksi
pencegahan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengumpulkan bahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja Pembangunan daerah
(RKPD) dalam bidang pencegahan bencana sebagai bahan penyusunan RPIPD,
RPIMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan
urusan pencegahan bencana;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan  pencegahan bencana sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan bencana;

mengelola dan menganalisa urusan pencegahan bencana;

melaksanakan teknis pembangunan sistem mitigasi bencana daerah skala
Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan penyusunan data informasi pencegahan bencana di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

melaksanakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
melaksanakan kampanye dan sosialisasi rawan bencana;
melaksanakan pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
melaksanakan analisis kemungkinan dampak bencana;
melaksanakan pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

melaksanakan penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak
bencana;

melaksanakan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia
melaksanakan pengenalan dan pemantauan risiko bencana;

melaksanakan perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;

melaksanakan pengembangan budaya sadar bencana;

melaksanakan peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
melaksanakan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan

bencana;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pencegahan bencana;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
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28. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

29. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

30.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Pasal 27

Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan
kesisapsiagaan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi :

a.

b
C.
d

perencanaan kegiatan urusan kesiapsiagaan bencana;

. pelaksanaan urusan kesiapsiagaan bencana;

pembagian pelaksanaan tugas urusan kesiapsiagaan; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.
2.

10.

11.

12.

merencanakan kegiatan seksi kesiapsiagaan bencana;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA)
kesiapsiagaan benncana;

mengumpulkan bahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja Pembangunan daerah
(RKPD) dalam urusan kesiapsiagaan bencana sebagai bahan penyusunan RPJPD,
RPIMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan
urusan kesiapsiagaan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan kesiapsiagaan bencana sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ] tahunan tahun dan LKPJ akhir masa jabatan
Bupati atas pelaksanaan kegiatan urusan kesiapsiagaan bencana;

melaksanakan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan
dini;

melaksankan pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur
pendukungnya;

melaksanakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor;

melaksanakan penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu
guna mendukung tugas kebencanaan.

melaksanakan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar;

melaksanakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat;

13.melaksanakan........ 64
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13. melaksanakan penyiapan lokasi evakuasi;

14. melaksanakan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap
tanggap darurat bencana; dan

15. melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

16. melaksanakan perencanaan dan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis
risiko bencana;

17. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan kesiapsiagaan bencana;

18. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

19. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

20. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

21. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

22. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

23. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

24. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
25. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Paragraf 1
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 28

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola, = mengoordinasikan, = mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan Kedaruratan dan Logistik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

a. perencanaan operasional urusan Kedaruratan dan Logistik;

b. pengelolaan urusan Kedaruratan dan Logistik;

C. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Kedaruratan dan Logistik;dan
d

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan operasional bidang Kedaruratan dan logistik sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2. menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

3. menghimpun bahan-bahan RPIJPD, RPJMD dan RKPD urusan kedaruratan dan
logistik sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

4.menghimpun......65
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menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan Kedaruratan dan logistik sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
urusan formasi dan penempatan pegawai, serta pembinaan dan disiplin pegawai;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan kedaruratan dan logistik yang
akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan
kepada Bupati;

mengelola penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,
kerugian, dan sumber daya;

menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana;

mengelola penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
mengelola perlindungan terhadap kelompok rentan;

mengelola pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

menyusun rencana kedaruratan atau rencana kontijensi;

mengelola penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan
pekerjaan umum).

mengelola Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
mengelola penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.

mengendalikan dan mengevaluasi urusan kedaruratan dan logistik bencana;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna
anggaran APBD;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan;

mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang kedaruratan dan logistik;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
kedaruratan dan logistik;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Kedaruratan Bencana

Pasal 29

(1) Seksi Kedaruratan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan kedaruratan bencana.

(2) Dalam menyelenggarakan............ 66
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kedaruratan Bencana mempunyai fungsi :

a.

b
C.
d

perencanaan kegiatan urusan kedaruratan bencana;
pelaksanaan urusan kedaruratan bencana;
pembagian pelaksanaan tugas urusan kedaruratan bencana;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Kedaruratan Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

merencanakan kegiatan seksi kedaruratan bencana pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) urusan
kedaruratan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengumpulkan bahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja Pembangunan daerah
(RKPD) dalam bidang Kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD,
RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan kedaruratan bencana pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan kedaruratan bencana sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan kedaruratan bencana;

melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis kedaruratan kebencanaan;

melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi kedaruratan secara
cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;

melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kedaruratan kebencanaan,
meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan,
pengurusan pengungsi;

melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kedaruratan kebencanaan, meliputi
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan
pengungsi;

melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat
bencana;

melaksanakan penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
melaksanakan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
melaksanakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;

melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
kedaruratan;

melaksanakan supervisi kedaruratan;

Melaksanakan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan Pengadaan Logistikyang
dilimpahkan oleh pemerintah melalui Sumber dana APBD I dan APBN;

melaksanakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan dan sumber daya;

19.melaksanakan........ 67
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19. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kedaruratan;

20. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
penyajian data hasil kegiatan urusan kedaruratan bencana;

21. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

22. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

23. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

24. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

25. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

26. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

27. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
28. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Logistik Bencana

Pasal 30

Seksi Logistik Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai
tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi
urusan logistik bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Logistik Bencana mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan logistik bencana;

b. pelaksanaan urusan logistik bencana;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan logistik bencana;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Seksi Logistik Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan seksi logistik bencana pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

2. menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) urusan
logistik bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3. mengumpulkan bahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja Pembangunan daerah
(RKPD) dalam seksi logistik bencana sebagai bahan penyusunan RPJPD , RPIJMD
dan RKPD Kabupaten;

4. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan logistik bencana pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

5.mengumpulkan....... 68
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5. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan logistik bencana sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

6. mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan logistik bencana;

7. melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis logistik kebencanaan;
8. melaksanakan pengelolaan data dan informasi logistik kebencanaan;

9. rnelaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi logistik, meliputi pengendalian,
pengumpuian dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan
APBD, penyelamatan, pemuilihan prasarana dan sarana serta pemenuhan
kebutuhan dasar;

10. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi logistik, meliputi pengendalian,
pengumpuian dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan
APBD, penyelamatan, pemuilihan prasarana dan sarana serta pemenuhan
kebutuhan dasar;

11. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;

12. melaksanakan pengerahan logistik;

13. melaksanakan supervisi logistik

14. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban uang dan barang;

15. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

16. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan logistik bencana;

17. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

18. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

19. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

20. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

21. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

22. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

23. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Paragraf 1
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 31

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelakasana yang mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan
bencana.

(2) Dalam............. 69
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi :

(3)

a.
b.
(of

perencanaan operasional urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
pengelolaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1.

merencanakan operasional kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPIMD urusan rehabilitasi dan rekonstruksi
bencana sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati dalam
urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan rehabilitasi dan rekonstruksi
bencana yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati;

7. mengelola dan menganalisa urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;

8. mengelola perbaikan lingkungan daerah bencana;

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

mengelola perbaikan prasarana dan sarana umum;

mengelola pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
mengelola pemulihan sosial psikologis;

mengelola pelayanan kesehatan;

mengelola rekonsiliasi dan resolusi konflik;

mengelola pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;

mengelola pemulihan keamanan dan ketertiban;

mengelola pemulihan fungsi pemerintahan;

mengelola pemulihan fungsi pelayanan publik;

mengelola pembangunan kembali prasarana dan sarana;
mengelola pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
mengelola pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
mengelola penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
mengelola peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

mengelola partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
dunia usaha dan masyarakat;

mengelola peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

mengelola peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

mengelola peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
27.mengendalikan........ 70
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27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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mengendalikan dan mengevaluasi urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
melaksanakan kegiatan yang dilimpahkan dari anggaran APBDNProvinsi dan Pusat;
melaksanakan risalah dan kajian teknis lapangan pada lokasi kejadian bencana;
menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang bangunan tahan gempa;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Pelaksana sebagai pengguna
anggaran APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan vyang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan rehabilitasi dan rekonstruksi
bencana kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

menyusun dan membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;

menyusun dan membuat draft peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam
rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

menyusun dan mengusulkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentu RKA
untuk tahun berikutnya;

melaksanakan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta menyusun
laporan hasilnya;

melaksanakan survey dan orientasi lapangan terhadap lokasi terjadinya bencana
dan merencanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya;

melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan dan hasil
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

mengoordinir keterlibatan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Rehabilitasi Bencana

Pasal 32

Seksi Rehabilitasi Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan rehabilitasi bencana.

(2) Dalam............. 71
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Rehabilitasi Bencana mempunyai fungsi :

(3)

a.

b
C.
d

perencanaan kegiatan urusan rehabilitasi bencana;

. pelaksanaan urusan rehabilitasi bencana;

pembagian pelaksanaan tugas urusan rehabilitasi bencana;dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Rehabilitasi Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21

22,
23.

24,

merencanakan kegiatan Seksi rehabilitasi bencana pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) urusan
rehabilitasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengumpulkan bahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja Pembangunan daerah
(RKPD) bidang rehabilitasi bencana sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan
RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan rehabilitasi bencana pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan rehabilitasi bencana sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan rehabilitasi bencana;

melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana;

melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;

melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
melaksanakan pemulihan sosial psikologis;

melaksanakan pelayanan kesehatan;

melaksanakan rekonsiliasi dan resolusi konflik;

melaksanakan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;

melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban;

melaksanakan pemulihan fungsi pemerintahan; dan

melaksanakan pemulihan fungsi pelayanan publik;

melaksanakan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan urusan rehabilitasi bencana;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

25.menilai......... 72
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25.

26.
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menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Rekonstruksi Bencana

Pasal 33

Seksi Rekonstruksi Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan rekonstruksi bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Rekonstruksi Bencana mempunyai fungsi :

a.

b
C.
d

perencanaan kegiatan urusan rekonstruksi bencana;

. pelaksanaan urusan rekonstruksi bencana;

pembagian pelaksanaan tugas urusan rekonstruksi bencana;dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Rekonstruksi Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

merencanakan kegiatan Seksi rekonstruksi bencana pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) urusan
rekonstruksi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengumpulkan bahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja Pembangunan daerah
(RKPD) dalam seksi rekontruksi bencana sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan rekonstruksi bencana pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan rekonstruksi bencana sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan rekonstruksi bencana;

7. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana;

8. melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

9. melaksanakan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

10.

11.

12.
13.
14.

melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan
yang lebih baik dan tahan bencana;

melaksanakan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
dunia usaha dan masyarakat;

melaksanakan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

melaksanakan peningkatan fungsi pelayanan publik;

melaksanakan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
15.melaksanakan...... 73
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15. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana;
16. melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;
17. melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

18. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan rekonstruksi bencana;

19. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

20. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

21. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

22. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

23. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

24. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

25. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
26. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 34

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian yang
meliputi Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, Bidang Kepangkatan
dan Penempatan Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, serta Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang meliputi Bidang Informasi
Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, Bidang Kepangkatan dan Penempatan
Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, serta Bidang Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur;

b. penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian yang meliputi Bidang Informasi
Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, Bidang Kepangkatan dan Penempatan
Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, serta Bidang Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur;

c. pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan bidang kepegawaian yang meliputi
Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, Bidang Kepangkatan dan
Penempatan Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, serta Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Dalam ............... 74
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(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Badan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang kepegawaian
daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
bidang kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
Akhir Masa Jabatan bupati;

menyiapkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati pada
bidang kepegawaian daerah;

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah sebagai
pertanggungjawaban kepada Bupati;

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;

7. membangun sistem aplikasi pelayanan kepegawaian daerah di lingkungan

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun data dan informasi kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten
Majalengka;

. menyelenggarakan pelaksanaaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah di

lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

merumuskan bahan penyusunan Bezzeting pegawai sebagai bahan penyusunan
formasi pegawai;

memfasilitasi pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG), Kartu Istri Pegawai
Negeri Sipil (KARIS) dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU);

menyelenggarakan penyusunan Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah;

menyelenggarakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

menyelenggarakan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
setiap tahun anggaran;

menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten setiap tahun
anggaran;

memberikan usulan formasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten setiap tahun
anggaran;

merumuskan kebijakan teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

melaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan formasi yang
telah ditetapkan;

memberikan Nota Pengajuan Usul NIP (Nomor Identitas Pegawai) bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah ke Badan Kepegawaian Negara;

menetapkan kebijakan teknis pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

merumuskan penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Majalengka;

merumuskan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

merumuskan penetapan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka;

24.merumuskan....... 75
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merumuskan penetapan Perpanjangan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka;

memberikan surat persetujuan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka yang akan pindah ke instansi lain;

memberikan surat persetujuan bagi PNS/PNSD dari instansi lain yang akan pindah
menjadi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyelenggarakan dan menganalisa urusan kepangkatan dan penempatan pegawai;

merumuskan penetapan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah
Golongan I,II,IIIdan 1V;

memberikan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Para Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

memberikan Nota Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ke
Badan Kepegawaian Negara;

merumuskan penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan I,
IT dan III;

mengusulkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Gol. Ruang
IV/a s/d 1V/b kepada Gubernur;

mengusulkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Gol. Ruang
IV/c ke atas kepada Presiden;

menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang
telah memenuhi persyaratan;

merumuskan kebijakan teknis pola karier Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

merumuskan standar kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten
Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

merumuskan penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari
Dan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka;

merumuskan penetapan Pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

merumuskan penetapan pengangkatan Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil Daerah;

memberikan Surat Keputusan Penempatan/Perpindahan pejabat fungsional umum
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

memberikan Surat Keputusan penempatan pertama kali bagi PNS yang pindah
dari instansi lain ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

memberikan Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian ( PLH ) Jabatan Struktural di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyelenggarakan dan menganalisa urusan kesejahteraan, penghargaan,
pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai;

memberikan Surat Ijin Cuti bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka sesuai dengan kewenangannya;

memberikan Surat Ijin Bebas Tugas untuk pejabat Fungsional Umum di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

memberikan bantuan biaya perawatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit sesuai
ketentuan yang berlaku;
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memberikan bantuan uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meninggal
dunia di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

merumuskan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
pensiun;

merumuskan kebijakan teknis pemberian Penghargaan terhadap Pegawai Negeri
Sipil yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;

memfasilitasi pengajuan Taperum Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

memfasilitasi pembuatan Kartu Taspen kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah
sesuai ketentuan yang berlaku;

memfasilitasi pengajuan klaim asuransi pegawai;

menyelenggarakan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
telah memenuhi persyaratan;

mengawasi dan mengendalikan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian skala Kabupaten;

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan
Kabupaten;

merumuskan kebijakan teknis penanganan indisipliner Pegawai Negeri Sipil Daerah
di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

memproses penanganan indisipliner Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

merumuskan penetapan sanksi indisipliner sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka secara berkala;

merumuskan kebijakan teknis pembinaan dalam rangka pemberian izin dan/atau
keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

memberikan Surat ijin dan/atau Keterangan Untuk Melakukan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

merumuskan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua
Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

merumuskan penetapan izin Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pemilihan
kepala desa;

merumuskan penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

mengusulkan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan meninggal bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV b ke bawah ke kantor Badan Kepegawaian
Negara Regional III Bandung;

mengusulkan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan meninggal bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan IV c ke atas kepada Presiden;

mengusulkan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang IV a dan IV b kepada Gubernur;

memberikan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Untuk
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

mengusulkan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah;

mengelola dan menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
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menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan menganalisa urusan
pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;

memberikan Surat Ijin Belajar Bagi Tingkat Pendidikan SLTP, SLTA, Diploma,
Sarjana (Strata I) dan Pasca Sarjana (Strata II dan Strata III) bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah;

memberikan Surat Tugas Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Fungsional Umum,
Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V;

menetapkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan,
penyusunan silabi, modul, dan pedoman pendidikan dan pelatihan;

menyelenggarakan kegiatan seleksi dan penetapan Pegawai Negeri Sipil Daerah
untuk tugas belajar dan ijin belajar;

merumuskan kebijakan teknis tentang Pemberian Ijin belajar dan Tugas Belajar
bagi PNS;

menyelenggarakan kegiatan pengkajian sistem dan kualitas materi pendidikan dan
pelatihan aparatur;

menyelenggarakan kegiatan seleksi penerimaan Praja IPDN;

menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengiriman peserta pendidikan dan
pelatihan aparatur, Bintek, lokakarya, semiloka, diseminasi, dll;

menyelenggarakan kegiatan seleksi dan memproses Surat Tugas peserta
pendidikan dan pelatihan aparatur;

menyelenggarakan kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak swasta dalam
rangka pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan aparatur;

menyelenggarakan kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
aparatur;

menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan
pendidikan dan pelatihan aparatur;

melaksanakan koordinasi  Teknis dengan Lembaga Diklat Terakreditasi dan
Perguruan Tinggi;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis/substantif;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang telah memenuhi syarat;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang selaku Pengguna
Anggaran/Barang Tugas Pembantuan yang disampaikan kepada pemberi dana
tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan
pemerintahan daerah Kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah
desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
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menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), ruang
perkantoran serta perencanaan, evaluasi program pelaporan program;

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran serta perencanaan, evaluasi program pelaporan program;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Badan Kepegawaian
Daerah;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasaan Badan Kepegawaian Daerah;

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan badan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
yang dipimpinnya;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Kepegawaian Daerah;

menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Badan Kepegawaian
Daerah kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyampaikan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah kepada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan
Keuangan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkup tugas pada Badan Kepegawaian Daerah sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Badan Kepegawaian
Daerah;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 35

(1) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi :

(2)

a.perencanaan...... 79
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perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

. pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Badan Kepegawaian Daerah ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan pemaduserasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Badan Kepegawaian Daerah dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Badan
Kepegawaian Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang kepegawaian daerah
sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati
bidang kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
Akhir Masa Jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
bidang kepegawaian daerah;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Badan Kepegawaian Daerah sebagai
pertanggungjawaban kepada bupati;

menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis
kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran pada Badan
Kepegawaian Daerah;

mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan baik secara
bulanan, triwulan dan tahunan Badan Kepegawaian Daerahsebagai laporan realisasi
anggaran dan hasil pencapaian program kegiatan;

mengoordinasikan bidang-bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dalam
penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau
pemerintah provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada bupati untuk
disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;

mengoordinasikan bidang-bidang lingkup badan dalam pelaksanaan akuntansi dan
pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung-
jawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggungjawaban pengguna
anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan kepada pemberi dana
tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Majalengka;
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mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Badan Kepegawaian Daerah untuk bahan
persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang
dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup
tugasnya;

menyelia bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;

mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah yang berada
dalam penguasaan Badan Kepegawaian Daerah;

mengoordinasikan rencana kebutuhan barang dan jasa lingkup Badan Kepegawaian
Daerah;

melaksanakan penatausaahaan aset daerah yang dikuasai oleh Badan Kepegawaian
Daerah;

mengoordinasikan  penyusunan kebijakan dan peraturan lainnya dalam
penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang kepegawaian daerah;

mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang
kepegawaian daerah ;

mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan atau
pihak swasta;

mengoordinasikan  penyelenggaran pengaduan masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian daerah ;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di
lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup
Badan Kepegawaian Daerah;

mengoordinasikan penyelenggaraan apel pagi, apel siang dan upacara setiap
tanggal 17 setiap bulannya di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkuangan Badan
Kepegawaian Daerah;

mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan
bidang kepegawaian daerah di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

mengoordinasikan penyusunan laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan
urusan bidang kepegawaian daerah di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

menghimpun bahan-bahan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja Badan
Kepegawaian Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan bidang
kepegawaian daerah di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

mengoordinasikan usulan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
serta fungsional penjenjangan;

menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup sekretariat;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

41.mempelajari.....81



(1)

(2)

(3)

81

41. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

42. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

43. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

44. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

45. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

46. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 36

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata
warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

c. pembagian pelaksanaan tugas dan pengawasan urusan tata warkat, kepegawaian,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis
serta ruang perkantoran;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Umum mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah ;

2. melaksanakan ketatawarkatan Badan meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka
kelancaran tugas;

3. menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Badan Kepegawaian Daerah;

. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang kantor Badan
Kepegawaian Daerah;

5. menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa Badan Kepegawaian Daerah;
menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Badan Kepegawaian Daerah;

7. melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Badan Kepegawaian
Daerah;

8. melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang lingkup Badan
Kepegawaian Daerah;
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melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Badan Kepegawaian Daerah;

melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) di
lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Badan Kepegawaian
Daerah meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala
(KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg),
Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun,
membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan
izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian
penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti
pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan
cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan,
membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan
peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan
Pegawai (DP-3);

mengusulkan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta
fungsional penjenjangan sesuai dengan kebutuhan;

mengelola administrasi perjalanan dinas di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap;

melaksanakan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di lingkup Badan
Kepegawaian Daerah;

melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup Badan
Kepegawaian Daerah;

melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset pemerintah daerah yang berada
dalam penguasaan Badan Kepegawaian Daerah;

menyelenggarakan apel pagi, apel siang dan upacara setiap tanggal 17 setiap
bulannya di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil dan pegawai
lainnya di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah;

melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat dalam
penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian daerah;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 37

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan
administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.
b.
(o

perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah;
pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah;

pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian
Daerah;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai uraian tugas :

1.

® N O

10.
11.
12.
13.
14.

15.

menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Badan
Kepegawaian Daerah;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

meneliti dan melaksanakan pemeriksaan penatausahaan pengeluaraan permintaan
pembayaran oleh bendahara pengeluaran secara berkala;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

menyusun laporan realisasi anggaran setiap bulan dan triwulan;
menyusun laporan neraca setiap triwulan dan akhir tahun;
menyusun catatan atas laporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Badan Kepegawaian Daerah menurut
pengolongan dan kodefikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B,
C,D,EdanF;
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16. melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

17. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Badan Kepegawaian
Daerah sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris
barang milik pemerintah daerah;

18. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas untuk diajukan kepada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

19. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

20. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Kepegawaian Daerah;

21. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan bangunan;

22. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
23. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;

24. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

25. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

26. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

27. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

28. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

29. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

30. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

31. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

32. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 38

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada
Badan Kepegawaian Daerah .

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan yang meliputi  penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Badan Kepegawaian Daerah;

b.pelaksanaan......... 85



b.

85

pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Badan Kepegawaian Daerah;

pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Badan Kepegawaian Daerah;

melaksanakan pemaduserasian penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja
tahunan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana Kkinerja
(RENJA) tahunan dari masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPIJMD dan RKPD dalam bidang kepegawaian daerah
sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di lingkup Badan Kepegawaian
Daerah;

menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup Badan Kepegawaian
Daerah;

menghimpun,  memaduserasikan dan mengolah  perencanaan program dan
kegiatan dari bidang-bidang pada Badan Kepegawaian Daerah;

menyusun laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan urusan bidang
kepegawaian daerah di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati
dalam bidang kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada bidang kepegawaian daerah;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada Bupati;

melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan
bidang kepegawaian daerah di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

menyusun bahan koordinasi perencanaan terpadu penyelenggaraan urusan bidang
kepegawaian daerah skala kabupaten;

menyusun penetapan kinerja atau yang sejenis pada Badan Kepegawaian Daerah;

menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di
lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan bidang kepegawaian
daerah di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang
kepegawaian daerah;

menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-
masing bidang;

menyiapkan bahan perencanaan untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten;
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menyusun bahan rekapitulasi bidang-bidang lingkup Badan Kepegawaian Daerah
dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau
Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Bappeda
Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai
dengan lingkup tugasnya;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai

Paragraf 1
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai

Pasal 39

Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan ,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan data dan informasi kepegawaian
serta pengadaan pegawai.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi:

perencanaan operasional urusan data dan informasi kepegawaian serta pengadaan
pegawai;

pengelolaan urusan data dan informasi kepegawaian serta pengadaan pegawai;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan data dan informasi kepegawaian
serta pengadaan pegawai;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:

1.

merencanakan operasional data dan informasi kepegawaian serta pengadaan
pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPIJPD dan RPIJMD urusan data dan informasi
kepegawaian serta pengadaan pegawai sebagai bahan penyusunan RPJPD dan
RPJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan data dan informasi kepegawaian serta pengadaan pegawai sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati dalam
urusan data dan informasi kepegawaian serta pengadaan pegawai;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan data dan informasi
kepegawaian serta pengadaan pegawai yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat
sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati;

7. mengelola dan menganalisa urusan data dan informasi kepegawaian;

8. menyusun bezzeting pegawai sebagai dasar penyusunan formasi pegawai;

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

meneliti bahan fasilitasi Pembuatan kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG), kartu istri
Pegawai Negeri Sipil (KARIS) dan kartu suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU);

melaksanakan pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

melaksanakan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

melaksanakan penyusunan Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah;

melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

melaksanakan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten setiap
tahun anggaran;

menyusun bahan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten
setiap tahun anggaran;

menyusun bahan pengusulan formasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten setiap
tahun anggaran;

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun bahan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan formasi yang telah ditetapkan;

menyusun bahan Nota Pengajuan Usul NIP (Nomor Identitas Pegawai) bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah ke Badan Kepegawaian Negara;

menyusun bahan penetapan kebijakan teknis pengangkatan calon Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun bahan perumusan penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Majalengka;
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menyusun bahan perumusan penetapan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

menyusun bahan perumusan penetapan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun bahan perumusan penetapan perpanjangan pegawai tidak tetap (PTT) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun bahan pemberian surat persetujuan bagi PNSD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka yang akan pindah ke instansi lain;

menyusun bahan pemberian surat persetujuan bagi PNS dari instansi lain yang akan
pindah menjadi PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

mengendalikan dan mengevaluasi urusan informasi dan administrasi kepegawaian
serta pengadaan pegawai;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna
anggaran APBD pada Badan Kepegawaian Daerah;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan
Kepegawaian Daerah;

mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Informasi Kepegawaian
dan Pengadaan Pegawai;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis data dan informasi kepegawaian serta
pengadaan pegawai kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian

Pasal 40

Sub Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi
Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan data, informasi dan
administrasi kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

a.
b.

perencanaan kegiatan urusan data, informasi dan administrasi kepegawaian;
pelaksanaan urusan data, informasi dan administrasi kepegawaian;
c.pembagian......... 89
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pembagian pelaksanaan tugas urusan data, informasi dan administrasi
kepegawaian;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

1.

10.

11.

12.

13.

14

16.

17.

18.

19.

merencanakan kegiatan Sub Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian pada
Badan Kepegawaian Daerah;

. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Sub

Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dalam Sub Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian sebagai
bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan data, informasi dan
administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah;

. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati

dalam pelaksanaan kegiatan urusan data, informasi dan administrasi kepegawaian
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati atas
pelaksanaan kegiatan urusan data, informasi dan administrasi kepegawaian;

mengelola dan menganalisa urusan data, informasi dan administrasi kepegawaian;

menyiapkan bahan fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri
Pegawai Negeri Sipil (KARIS) dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU);

melaksanakan teknis pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

melaksanakan teknis pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian daerah
di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan penyusunan data informasi kepegawaian di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan untuk penyusunan bezzeting pegawai sebagai dasar penyusunan
formasi pegawai;

menyiapkan bahan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15.

menyiapkan bahan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri
Sipil Daerah;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan data, informasi dan administrasi kepegawaian;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
20.membagi......90
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20. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

21. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

22. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

23. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai

Pasal 41

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi
Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan formasi dan
pengadaan pegawai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan formasi dan pengadaan pegawai;

b. pelaksanaan urusan formasi dan pengadaan pegawai;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan formasi dan pengadaan pegawai;dan

d

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunya uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan sub bidang formasi dan pengadaan pegawai pada Badan
Kepegawaian Daerah;

2. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) urusan
formasi dan pengadaan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;

3. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dalam bidang Kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

4. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan formasi dan pengadaan
pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;

5. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan formasi dan pengadaan pegawai sebagai
bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

6. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan formasi dan pengadaan pegawai;

7. menyiapkan bahan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil setiap tahun
anggaran;

8. menyiapkan bahan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil setiap tahun anggaran;
9. menyiapkan bahan pengusulan formasi Pegawai Negeri Sipil setiap tahun anggaran;

10. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

11.menyiapkan ......... 91
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11. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan formasi yang telah ditetapkan;

12. menyiapkan bahan Nota Pengajuan Usul NIP (Nomor Identitas Pegawai) bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah ke Badan Kepegawaian Negara;

13. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis pengangkatan calon Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

14. menyiapkan bahan perumusan penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Majalengka;

15. menyiapkan bahan perumusan penetapan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

16. menyiapkan bahan perumusan penetapan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka;

17. menyiapkan bahan perumusan penetapan perpanjangan pegawai tidak tetap (PTT)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

18. menyiapkan bahan pemberian surat persetujuan bagi PNSD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka yang akan pindah ke instansi lain;

19. menyiapkan bahan pemberian surat persetujuan bagi PNS/PNSD dari instansi lain ke
lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

20. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan formasi dan pengadaan pegawai;

21. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

22. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

23. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

24. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

25. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

26. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

27. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
28. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai

Paragraf 1
Kepala Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai

Pasal 42

Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kepangkatan dan penempatan
pegawai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai mempunyai fungsi :

a.perencanaan....92
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perencanaan operasional urusan kepangkatan dan penempatan pegawai;

b. pengelolaan urusan kepangkatan dan penempatan pegawai;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kepangkatan dan penempatan
pegawai; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

1.

merencanakan operasional kepangkatan dan penempatan pegawai sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPIJMD urusan kepangkatan dan penempatan
pegawai sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan urusan kepangkatan
dan penempatan pegawai sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa
Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan LKP] akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada
urusan kepangkatan dan penempatan pegawai;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan kepangkatan dan
penempatan pegawai yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati;

7. mengelola dan menganalisa urusan kepangkatan dan penempatan pegawai;

8. menyusun bahan perumusan penetapan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah Golongan I, II, III, 1V;

menyusun bahan pemberian Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Para
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

menyusun bahan Nota Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah ke Badan Kepegawaian Negara;

menyusun bahan perumusan penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Daerah Golongan I, II, dan III;

menyusun bahan pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
menjadi Gol. Ruang IV/a s/d IV/b kepada Gubernur;

menyusun bahan pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
menjadi Gol. Ruang IV/c ke atas kepada Presiden;

menyusun bahan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka yang telah memenuhi persyaratan;

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pola karier Pegawai Negeri Sipil
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyusun bahan perumusan standar kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah
Kabupaten Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

menyusun bahan perumusan penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka;

18.menyusun......93
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18. menyusun bahan perumusan penetapan Pengangkatan pertama kali, pengangkatan
kembali dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. menyusun bahan perumusan penetapan pengangkatan Sekretaris Desa yang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah;

20. menyusun bahan rancangan Surat Keputusan Penempatan/ Perpindahan
pejabat fungsional umum antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka;

21.menyusun  bahan  pemberian rancangan Surat  Keputusan Penempatan
pertama kali bagi PNS yang pindah dari instansi lain ke lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka;

22. menyusun bahan pemberian Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Jabatan
Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

23. mengendalikan dan mengevaluasi urusan kepangkatan dan penempatan
pegawai;

24. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna
anggaran APBD pada Badan Kepegawaian Daerah;

25. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Kepegawaian
Daerah;

26. mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang kepangkatan dan
penempatan pegawai;

27. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
kepangkatan dan penempatan pegawai;

28. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

29. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepangkatan dan penempatan
pegawai kepada atasan;

30. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

31. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

32. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
33. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
34. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Kepangkatan Pegawai

Pasal 43

Sub Bidang Kepangkatan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepangkatan dan
Penempatan Pegawai yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan kepangkatan pegawai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Kepangkatan Pegawai mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan kepangkatan pegawai;
b. pelaksanaan urusan kepangkatan pegawai;
c.pembagian....94
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pembagian pelaksanaan tugas urusan kepangkatan pegawai;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Kepangkatan Pegawai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

merencanakan kegiatan sub bidang kepangkatan pegawai pada Badan Kepegawaian
Daerah;

menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sub
bidang kepangkatan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dalam bidang Kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan
RPIPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan kepangkatan pegawai pada
Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan  kepangkatan pegawai sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan kepangkatan pegawai;

menyiapkan bahan perumusan penetapan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri
Sipil Daerah Golongan I, II, III, dan 1V;

menyiapkan bahan pemberian Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Para
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

menyiapkan bahan Nota Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah ke Badan Kepegawaian Negara;

menyiapkan bahan perumusan penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Daerah Golongan I, II, dan III;

. menyiapkan bahan pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah

menjadi Gol. Ruang IV/a s/d IV/b kepada Gubernur;

menyiapkan bahan pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
menjadi Gol. Ruang IV/c ke atas kepada Presiden;

menyiapkan bahan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka yang telah memenuhi persyaratan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan kepangkatan pegawai;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

21.menyusun......... 95
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menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bidang Kompetensi dan Penempatan Pegawai

Pasal 44

Sub Bidang Kompetensi dan Penempatan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kepangkatan dan Penempatan Pegawai yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan kompetensi dan
penempatan pegawai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bidang Komptensi dan Penempatan Pegawai mempunyai fungsi :

a.

b
C.
d

perencanaan kegiatan urusan kompetensi dan penempatan pegawai;

. pelaksanaan urusan kompetensi dan penempatan pegawai;

pembagian pelaksanaan tugas urusan kompetensi dan penempatan pegawai; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Kompetensi dan Penempatan Pegawai mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1.

10.

merencanakan kegiatan sub bidang kompetensi dan penempatan pegawai pada
Badan Kepegawaian Daerah;

menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) urusan
kompetensi dan penempatan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dalam bidang Kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan kompetensi dan penempatan
pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan kompetensi dan penempatan pegawai sebagai
bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan kompetensi dan penempatan pegawai;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pola karier Pegawai Negeri Sipil
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan perumusan standar kompetensi jabatan di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

menyiapkan bahan perumusan penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan perumusan penetapan Pengangkatan pertama kali,
pengangkatan kembali dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11.menyiapkan ...... 96
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menyiapkan bahan perumusan penetapan pengangkatan Sekretaris Desa yang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah;

menyiapkan bahan pemberian Surat Keputusan Penempatan/Perpindahan pejabat
fungsional umum antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan pemberian Surat Keputusan Penempatan pertama kali
bagi PNS yang pindah dari instansi lain ke lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

menyiapkan bahan pemberian Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian (PLH)
jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan kompetensi dan penempatan pegawai;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai

Paragraf 1
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai

Pasal 45

(1) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan
pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai.

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, mempunyai fungsi :

a.

perencanaan operasional urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan
pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai;

pengelolaan urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan pemberhentian
pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai;
pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan, penghargaan,
pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai;dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

merencanakan operasional kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan
pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan kesejahteraan, penghargaan,
pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan pemberhentian pegawai serta
pengelolaan pensiun pegawai sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
Akhir Masa Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati dalam
urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan pemberhentian pegawai serta
pengelolaan pensiun pegawai;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan kesejahteraan, penghargaan,
pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai yang
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan
Kepegawaian Daerah kepada Bupati;

mengelola dan menganalisa urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan
pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai;

menyusun bahan pemberian Surat Ijin Cuti bagi PNSD sesuai dengan
kewenangannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

. menyusun bahan pemberian Surat Ijin Bebas Tugas untuk pejabat Fungsional

Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun bahan pemberian bantuan biaya perawatan bagi Pegawai Negeri Sipil
yang sakit sesuai ketentuan yang berlaku;

menyusun bahan pemberian bantuan uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
yang meninggal dunia di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun bahan perumusan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang pensiun;

menyusun bahan pemberian Penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;

menyusun bahan fasilitasi pengajuan Taperum Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun bahan fasilitasi pembuatan Kartu Taspen kepada seluruh Pegawai Negeri
Sipil Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

menyusun bahan fasilitasi pengajuan klaim asuransi pegawai;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS
dilingkungan Kabupaten;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan indisipliner Pegawai
Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;
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menyiapkan bahan pemprosesan penanganan indisipliner Pegawai Negeri Sipil Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan perumusan penetapan sanksi indisipliner sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka secara berkala;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian izin dan / atau keterangan
untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan pemberian Surat ijin dan/atau Keterangan Untuk Melakukan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

menyiapkan bahan perumusan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan
negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten
Majalengka;

menyiapkan bahan perumusan penetapan izin Pegawai Negeri Sipil yang akan
mengikuti pemilihan kepala desa;

menyiapkan bahan perumusan penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Daerah  Kabupaten golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan pemerintah
Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan pengusulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun ( BUP ) dan
meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV b ke bawah ke kantor
Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung;

menyiapkan bahan pengusulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun ( BUP) dan
meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan IV c ke atas kepada Presiden;

menyiapkan bahan pengusulan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV a dan IV b kepada Gubernur;

menyiapkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Untuk Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun bahan pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian
bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

menghimpun dan menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);

mengendalikan dan mengevaluasi urusan kesejahteraan dan penghargaan pegawai
serta pengelolaan pensiun pegawai;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna
anggaran APBD pada Badan Kepegawaian Daerah;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Kepegawaian
Daerah;

mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang kesejahteraan dan
pembinaan pegawai;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
kesejahteraan dan pembinaan pegawai;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesejahteraan, penghargaan,
pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai kepada
atasan;
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membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan
berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai

Pasal 46

(1) Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan kesejahteraan dan
penghargaan pegawai.

(2)

(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai mempunyai fungsi :

a.

b
C.
d

perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan dan penghargaan pegawai;

. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan penghargaan pegawai;

pembagian pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan dan penghargaan pegawai;dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

1.

merencanakan kegiatan sub bidang kesejahteraan dan penghargaan pegawai pada
Badan Kepegawaian Daerah;

menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) urusan
kesejahteraan dan penghargaan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dalam bidang Kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan
RPJIPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan kesejahteraan dan
penghargaan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan kesejahteraan dan penghargaan pegawai
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan kesejahteraan dan penghargaan pegawai;

menyiapkan bahan pemberian Surat Ijin Cuti bagi PNSD sesuai dengan
kewenangannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan pemberian Surat Ijin Bebas Tugas untuk pejabat Fungsional
Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

9.menyiapkan........ 100



(1)

(2)

100

9. menyiapkan bahan pemberian bantuan biaya perawatan bagi Pegawai Negeri Sipil
yang sakit sesuai ketentuan yang berlaku;

10. menyiapkan bahan penyusunan pemberian bantuan uang duka bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang meninggal dunia di lingkungan pemerintah Kabupaten
Majalengka;

11. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian Penghargaan terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;

12. menyiapkan bahan pemberian Penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;

13. menyiapkan bahan fasilitasi pengajuan Taperum Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

14. menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan Taspen Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka
15. menyiapkan bahan fasilitasi pengajuan klaim asuransi pegawai;

16. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan kesejahteraan dan penghargaan pegawai;

17. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

18. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

19. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

20. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

21. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

22. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

23. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 47

Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan pembinaan,
pemberhentian dan pengelolaan pensiun pegawai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan pensiun
pegawai;

b. pelaksanaan urusan pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan pensiun pegawai;
pembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan
pensiun pegawai;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

(3) Dalam .......... 101
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(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

merencanakan kegiatan sub bidang pembinaan dan pemberhentian pegawai pada
Badan Kepegawaian Daerah;

menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) urusan
pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan pensiun pegawai pegawai pada Badan
Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dalam bidang Kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan
RPJPD , RPIJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pemberhentian
dan pengelolaan pensiun pegawai pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan
pensiun pegawai sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan
pensiun pegawai;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri
Sipil Daerah;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS
dilingkungan Kabupaten;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan indisipliner Pegawai
Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan pemprosesan penanganan indisipliner Pegawai Negeri Sipil
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan perumusan penetapan sanksi indisipliner sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka secara berkala;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian izin dan/atau keterangan
untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan pemberian Surat ijin dan/atau Keterangan Untuk Melakukan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

menyiapkan bahan perumusan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan
negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemerintah
Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan perumusan penetapan izin Pegawai Negeri Sipil yang akan
mengikuti pemilihan kepala desa;

menyiapkan bahan perumusan penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan pemerintah
Kabupaten Majalengka;

19.menyiapkan ...... 102



(1)

102

19. menyiapkan bahan pengusulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan
meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV b ke bawah ke
kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung;

20. menyiapkan bahan pengusulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan
meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan IV c¢ ke atas kepada
Presiden;

21. menyiapkan bahan pengusulan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV a dan IV b kepada Gubernur;

22. menyiapkan bahan pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan
pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

23. menghimpun dan menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);

24. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan pensiun pegawai;

25. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

26. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

27. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

28. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

29. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

30. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

31. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
32. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Paragraf 1
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Pasal 48

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan
pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan
pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

b. pengelolaan urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

C. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengkajian dan pengembangan
pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

merencanakan operasional pengkajian dan pengembangan pendidikan dan
pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan pengkajian dan
pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati dalam
urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan pengkajian dan
pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban
Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati;

mengelola dan menganalisa urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan
pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

menganalisa bahan Surat Ijin Belajar Bagi Tingkat Pendidikan SLTP, SLTA, Diploma,
Sarjana (Strata I) dan Pasca Sarjana (Strata II dan Strata III) bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah;

menganalisa bahan Surat Tugas Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Fungsional
Umum, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Eselon II,III, IV dan V;

menyusun bahan penetapan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri
Sipil Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyusun bahan penyelenggaraan kegiatan analisis kebutuhan pendidikan dan
pelatihan, penyusunan silabi, modul, dan pedoman pendidikan dan pelatihan;

menyusun bahan penyelenggaraan kegiatan seleksi dan penetapan Pegawai Negeri
Sipil Daerah untuk tugas belajar dan ijin belajar;

menyusun bahan perumusan kebijakan tentang Pemberian Ijin belajar dan Tugas
Belajar bagi PNS;

menyusun bahan penyelenggaraan kegiatan pengkajian sistem dan kualitas materi
pendidikan dan pelatihan aparatur;

menyusun bahan penyelenggaraan kegiatan seleksi penerimaan Praja IPDN;

menyusun bahan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengiriman peserta pendidikan
dan pelatihan aparatur, Bintek, semiloka, lokakarya, diseminasi, dll;

menyusun bahan penyelenggaraan kegiatan seleksi dan memproses Surat Tugas
peserta pendidikan dan pelatihan aparatur;

menyusun bahan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan aparatur;

menyusun bahan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan
dan pelatihan aparatur;

menyusun bahan-bahan petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan pendidikan
dan pelatihan aparatur;

menyusun bahan pengkoordinasi an Teknis dengan Lembaga Diklat Terakreditasi
dan Perguruan Tinggi ;
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22. menyusun bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural;
23. menyusun bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
24. menyusun bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis/substantif;

25. menyusun bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi syarat;

26. menyusun bahan pengkoordinasi an dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

27. mengendalikan dan  mengevaluasi  urusan pengkajian dan pengembangan
pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

28. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna
anggaran APBD pada Badan Kepegawaian Daerah;

29. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Kepegawaian
Daerah;

30. mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang pendidikan dan pelatihan
aparatur;

31. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
pendidikan dan pelatihan aparatur;

32. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

33. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengkajian dan pengembangan
pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada
atasan;

34. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

35. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

36. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
37. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
38. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 49

Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan
pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
fungsi:

a. perencanaan kegiatan urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan
pelatihan;

b. pelaksanaan urusan pengkaijian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan
dan pelatihan;dan
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

merencanakan kegiatan sub bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan dan
pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah;

menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) urusan
pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian
Daerah;

mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dalam bidang Kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan
RPJPD , RPIJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)  untuk pelaksanaan kegiatan  urusan pengkajian dan
pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan
dan pelatihan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan
pelatihan;

menyiapkan dan menyusun bahan Surat Ijin Belajar Bagi Tingkat Pendidikan SLTP,
SLTA, Diploma, Sarjana (Strata I) dan Pasca Sarjana (Strata II dan Strata III) bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

menyiapkan dan menyusun bahan Surat Tugas Peserta Pendidikan dan Pelatihan
bagi Fungsional Umum, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV
danV;

menyiapkan bahan penetapan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan
Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan analisis kebutuhan pendidikan dan
pelatihan, penyusunan kurikulum, silabi, modul, dan pedoman pendidikan dan
pelatihan;

menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan seleksi dan penetapan Pegawai
Negeri Sipil Daerah untuk tugas belajar dan ijin belajar;

menyiapkan bahan perumusan Peraturan Bupati tentang Pemberian Ijin belajar
dan Tugas Belajar bagi PNS;

menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pengkajian sistem dan kualitas materi
pendidikan dan pelatihan aparatur;

menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan seleksi penerimaan Praja IPDN;

menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengiriman peserta
pendidikan dan pelatihan aparatur, Bintek, semiloka, lokakarya, diseminasi, dll;;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan aparatur;

menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan
pendidikan dan pelatihan aparatur;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;

20.mengevaluasi....... 106



(1)

(2)

(3)

106

19. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

20. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

21. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

22. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

23. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

24. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

25. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
26. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 50

Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan sub bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
pada Badan Kepegawaian Daerah;

2. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) urusan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah;

3. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dalam bidang Kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

4. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah;

5. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam pelaksanaan kegiatan urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;
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6. mengumpulkan bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

7. menyiapkan bahan pengkoordinasi an Teknis dengan Lembaga Diklat Terakreditasi
dan Perguruan Tinggi ;

8. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural;
9. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
10. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis/substantif;

11. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi
calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi syarat;

12. menyiapkan bahan pengkoordinasi an dan memfasilitasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten
Majalengka;

13. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

14. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

15. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

16. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

17. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

18. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

19. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

20. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

21. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 51

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan,
menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga
sejahtera;
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pemberian dukungan atas Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang
pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat
desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana
dan keluarga sejahtera;

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana dalam rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPIJMD dalam bidang pemberdayaan
masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
keluarga berencana dan keluarga Sejahtera sebagai bahan penyusunan RPIPD
dan RPIJMD Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga Sejahtera sebagai
bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai pertanggungjawaban kepada
Bupati;

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyusun kebijakan daerah dalam bidang masyarakat desa, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga
Sejahtera;

menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan
kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil
desa dan profil kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan  penguatan  kelembagaan masyarakat pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
penguatan kelembagaan masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
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mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pelatihan masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan
masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan manajemen pembangunan
partisipatif masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif
masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan
manajemen pembangunan partisipatif masyarakat pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam
penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan
peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyusun kebijakan daerah tentang pemberdayaan adat dan pengembangan
kehidupan sosial budaya masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyusun pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang
pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan
budaya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga
adat dan budaya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan
perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan  Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemberdayaan perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan PKK pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
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menyelenggarakan Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan
sosial pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan
kesejahteraan sosial pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan
kesejahteraan sosial pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga
kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan
tenaga kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyusun kebijakan daerah tentang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi
penduduk miskin pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pemberdayaan ekonomi penduduk miskin pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha
ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok
masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga
keuangan mikro perdesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
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menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi
dan pemasaran hasil usaha masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha
masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan  Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian
pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan
pangan masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi
lingkungan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi
konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir
pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan
pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana
pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan
prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan
lingkungan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi
pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan
penyehatan lingkungan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana;
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mengoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi
tepat guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi
pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan
kerjasama teknologi pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyusun kebijakan daerah pelaksanaan Pengarusutamaan gender di kabupaten.

menyelenggarakan  koordinasi,  fasilitasi dan  mediasi  pelaksanaan
pengarusutamaan gender pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan
mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, PSW,
lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Forum peningkatan kualitas hidup perempuan (PKHP);

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang
responsif gender dengan SKPD terkait, organisasi kemasyarakat, LSM, Tokoh
Agama, Organisasi Politik dan Organisasi Profesi pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan
gender pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender,
dan pengembangan materi KIE pengarusutamaan gender pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang
pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan
HAM dan politik pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan evaluasi modal UP2K pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan reward kepada kader posyandu pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan bantuan operasional rujukan di lokasi Desa Siaga;

menyelenggarakan bantuan pembrantasan buta aksara perempuan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin
bekerjasama dengan BPS;

menyelenggarakan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan
yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;
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menyelenggarakan Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan
dalam kebijakan bidang pemerintahan,pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum
dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan
dalam bidang pemerintahan,pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM,
politik, lingkungan, dan sosial budaya;

menyusun kebijakan tentang perlindungan perempuan terutama perlindungan
terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan
penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena
bencana;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan
lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah
yang terkena bencana;

menyusun kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak;
menyelenggarakan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak;

menyelenggarakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program
pembangunan;

menyelenggarakan pembangunan Rumah Singgah bagi anak-anak korban
kekerasan;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;

menyelenggarakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia
usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan
kesejahteraan dan perlindungan anak;

menyelenggarakan pemberian bantuan stimulan kepada kelompok usaha ekonomi
perempuan produktif pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pemberian keterampilan bagi anak-anak korban kekerasan;

menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja
lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan
gender, kesejahteraan dan perlindungan anak;

menyelenggarakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa
sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak;

menyelenggarakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender
dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional;

menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan
penyebarluasan sistem informasi gender dan anak;

menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan
penyebarluasan sistem informasi gender dan anak;

menyelenggarakan Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian
data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak;

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pendataan dan sistem informasi gender dan anak;

menyelenggarakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi)
melalui media luar ruang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyusun kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu,
bayi, dan anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;
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menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi,
operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu,
bayi dan anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran
peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria,
sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi,
serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

menyelenggarakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu,
bayi dan anak;

menyelenggarakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu,
bayi dan anak;

menyelenggarakan pemantauan tingkat drop out peserta KB;

menyelenggarakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan
pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;

menyelenggarakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan
seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular
Seksual (IMS);

menyelenggarakan pembinaan penyuluh KB;

menyelenggarakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama
partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi;

menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi
mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas
dan merata;

menyelenggarakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara
kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok
rentan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara
kontrasepsi bagi peserta mandiri pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi
kesehatan reproduksi skala kabupaten;

menyelenggarakan informed choice dan informed consent dalam program KB;

menyusun kebijakan jaminan penyediaan alat obat kontrasepsi bagi keluarga
miskin pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;
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menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana;

menyusun kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
NAPZA pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyusun penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan NAPZA pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat
pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
bahaya NAPZA pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga
Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor
LSOM pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyelenggarakan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik
antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS
dan bahaya NAPZA pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menyelenggarakan penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan
konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan pelayanan pusat informasi dan konsultasi (PIK) KRR;

menyelenggarakan penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga;

menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

menyelenggarakan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga;

menyelenggarakan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);

menyelenggarakan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan;
menyelenggarakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

menyelenggarakan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga;
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menyelenggarakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan,
kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS);

menyelenggarakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok
UPPKS;

menyelenggarakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan
manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;

menyelenggarakan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
menyelenggarakan promosi produk kelompok UPPKS;

menyelenggarakan pembinaan kelembagaan kelompok UPPKS dan Asosiasi
kelompok UPPKS;

menyelenggarakan pengelolaan data ketahanan keluarga dan pemberdayaan
keluarga;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga;

menyusun kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil
berkualitas dan jejaring program;

menyelenggarakan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil
berkualitas dan jejaring program;

menyelenggarakan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;

menyelenggarakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit
jabatan fungsional penyuluh KB;

menyelenggarakan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi
Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;

menyelenggarakan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh
KB;

menyelenggarakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan
institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian;

menyelenggarakan penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra
program KB nasional;

menyelenggarakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung
program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh
agama;

menyelenggarakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh
KB.

menyelenggarakan penyediaan dukungan operasional penyuluh KB;

menyelenggarakan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB
nasional;

menyelenggarakan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;

menyelenggarakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB
nasional dalam rangka kemandirian;

menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan
program KB nasional di kabupaten;

menyelenggarakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;

menyelenggarakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan
klinis kabupaten;

menyelenggarakan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan
penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten;
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menyelenggarakan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
program peningkatan kinerja SDM;

menyusun kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE;
menyelenggarakan operasional advokasi KIE;

menyelenggarakan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE;
menyelenggarakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE;
menyelenggarakan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR;

menyelenggarakan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan
kelembagaan dan jaringan institusi program KB;

menyelenggarakan pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi
(KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan
keluarga kecil berkualitas;

menyelenggarakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan
bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyelenggarakan Penetapan petunjuk teknis advokasi KIE Program KB, KRR,
Ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

menyelenggarakan pembinaan teknis KIE/konseling Program KB, KRR, Ketahanan
dan pemberdayaan keluarga;

menyelenggarakan promosi kelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil
bahagia dan sejahtera;

menyelenggarakan penyediaan dukungan operasional tenaga KIE Program KB,
KRR, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan KIE Program
KB, KRR, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

menyelenggarakan distribusi sarana dan prasarana KIE Program KB, KRR,
Ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

menyelenggarakan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data
mikro kependudukan dan keluarga;

menyelenggarakan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;

menyelenggarakan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta
data mikro kependudukan dan keluarga;

menyelenggarakan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
menyelenggarakan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional;

menyelenggarakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro
kependudukan dan keluarga;

menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta
penyiapan sarana dan prasarana;

menyelenggarakan pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk
mendukung pembangunan daerah;

menyelenggarakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam
pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;

menyelenggarakan operasional Sistem Informasi Kependudukan Keluarga
(SIDUGA);

menyelenggarakan pengolahan data pengendalaian Program KB;
menyelenggarakan pengolahan data pelayanan kontrasepsi;

menyelenggarakan  penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan
pelaksanaan  program  kependudukan terpadu antara  perkembangan
kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di
bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten;
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menyelenggarakan pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang
mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten;

menyelenggarakan penyerasian isu kependudukan ke dalam program
pembangunan di daerah kabupaten;

menyelenggarakan pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang
mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi
pelaksanaan program KB nasional di kabupaten;

menyiapkan bahan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang ditugaspembantuan kepada pemerintah desa sesuai dengan
lingkup tugasnya;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik
daerah yang ada dalam penguasaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Badan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyampaikan Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkup tugas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan
karier;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
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Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 52

(1) Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,
mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
umum, keuangan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2)

(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris
mempunyai fungsi :

a.

perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengkoordinasi an urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang
perkantoran, perencanaan, evaluasi dan peloporan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam rangka
kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPIJMD Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai bahan penyusunan RPJPD dan
RPIMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

mengelola dan menganalisa ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang
perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

mengendalikan dan mengevaluasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis,
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan pengguna anggaran pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
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10. mengoordinasikan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,triwulan,
tahunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

11. menyelia bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;

12. mengoordinasikan  pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

13. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

14. memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;

15. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

17. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

19. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 53

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan tata warkat,
kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan
alat tulis, ruang perkantoran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud apada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran;

Cc. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang
perkantoran; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud apada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
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melaksanakan ketatawarkatan Badan meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar, pengaturan pencatatan jadwal kegiatan Badan dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan, ruang kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang lingkup Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan/penataan
gedung kantor, dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi layanan admistrasi
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK),
data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga,
Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat
usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian
ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit
(PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep
usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin
nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam
jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai
dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian
Pekerjaan Pegawai (DP-3);

mengelola administrasi perjalanan lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 54

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengawasi urusan
administrasi keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana;

C. pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana ;

2. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

4. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM ;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

©® N oW

menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

9. menyusun laporan realisasi anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana setiap bulan, triwulan;

10. menyusun laporan neraca Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana setiap triwulan dan akhir tahun;

11. menyusun catatan atas laporan keuangan;
12. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di lingkup Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

13. melaksanakan penyusunan Daftar Barang Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana menurut penggolongan dan kodefikasi barang;

14. melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam kartu Inventaris Barang
A,B,C,D,EdanF;

15. melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;
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16. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai
bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik
pemerintah daerah;

17. melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK)
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

18. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

19. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

20. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

21. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan bangunan;

22. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

23. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

24. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

25. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

26. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

27. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

28. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
29. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 55

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan
mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing
bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

c.pembagian........... 124



C.

124

pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing
bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) dari
masing-masing bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana;

mengumpulkan bahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja Pembangunan daerah
(RKPD) dalam bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Keluarga Berencana;

menghimpun dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai pertanggungjawaban kepada
Bupati;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
masing-masing bidang;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga......... 125
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Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya

Paragraf 1
Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya

Pasal 56

(1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemberdayaan Kelembagaan
dan Sosial Budaya Masyarakat.

(2)

(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a.

perencanaan operasional urusan pemberdayaaan kelembagaan masyarakat dan
pemberdayaan sosial budaya masyarakat;

pengelolaan urusan pemberdayaaan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
sosial budaya masyarakat;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaaan kelembagaan
masyarakat dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :

1.

merencanakan operasional pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan sosial
budaya masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dalam rangka
kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Bidang pemberdayaan kelembagaan
dan sosial budaya masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPIMD
Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
Bidang urusan pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat sebagai
bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
Bidang Bidang pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan sosial budaya
masyarakat.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang urusan pemberdayaan
kelembagaan dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana kepada
Bupati;

mengelola dan menganalisa urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan
pemberdayaan sosial budaya masyarakat;

menyusun bahan-bahan penetapan kebijakan daerah di Bidang pemberdayaan
kelembagaan dan sosial budaya;

menyusun bahan-bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan
kriteria di Bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya;

10.menyelenggarakan............ 126
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menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil
kelurahan;

merencanakan operasional pegolahan data profil desa dan profil kelurahan;

membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan
profil kelurahan skala kabupaten;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan dan sosial
budaya;

merencanakan operasional pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya;

membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan
kelembagaan dan sosial budaya;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat;

merencanakan operasional kegiatan pelatihan pemberdayaan kelembagaan dan
sosial budaya;

membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan
pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya;

menyelenggarakan  koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen
pembangunan partisipatif masyarakat;

merencanakan operasional pengembangan manajemen pembangunan partisipatif
masyarakat;

membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan
manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam
penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

merencanakan operasional kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan
dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran
masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan
sosial;

menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan daerah urusan pemberdayaan
kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

menyiapkan bahan-bahan kebijakan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria
dan prosedur di Bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial
budaya masyarakat;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan
budaya masyarakat;

merencanakan operasional pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat
dan budaya masyarakat;

melaksanakan kegiatan  monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan
lembaga adat dan budaya masyarakat;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;
merencanakan operasional pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK;
membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK;
mendokumentasikan pelaksanaan kesejahteraan sosial;

mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan
pemberdayaan sosial budaya masyarakat;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai Pengguna
Anggaran pada pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan sosial
budaya masyarakat;

37.mempertanggungjawabkan........ 127
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37. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Perempuan dan Pemerintahan Desa;

38. mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup Bidang pemberdayaan
kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

39. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

40. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelembagaan dan
sosial budaya masyarakat;

41. memberikan saran dan pertimbangan teknis pemberdayaan kelembagaan dan sosial
budaya masyarakat kepada atasan;

42. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

43. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

44. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
45. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan
46. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 57

Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan
pemberdayaan kelembagaan masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

b. pelaksanaan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

1. merencanakan kegiatan Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

2. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Sub
Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

3. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan
masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

4.menghimpun.......... 128
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menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan pada Sub Bidang
pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan daerah pada Sub Bidang
pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

menyiapkan bahan-bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan
kriteria di Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data
profil desa dan profil kelurahan;

melaksanakan kegiatan pegolahan data profil desa dan profil kelurahan;

melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil
desa dan profil kelurahan;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan
kelembagaan masyarakat;

melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pelatihan masyarakat;

menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan kelembagaan
masyarakat;

melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan
kelembagaan masyarakat;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

melaksanakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3.......... 129
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Paragraf 3
Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 58

Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan
pemberdayaan kelembagaan masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan pemberdayaann sosial budaya masyarakat;
b. pelaksanaan urusan pemberdayaann sosial budaya masyarakat;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pemberdayaann sosial budaya masyarakat;
dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

1. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Pemerintahan Desa;

2. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) pada
Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat;

3. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Sub Bidang pemberdayaan sosial budaya
masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPIJMD dan RKPD Kabupaten;

4. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat;

5. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan pada Sub Bidang
Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat;

6. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
dalam Sub Bidang pemberdayaan sosial budaya masyarakat sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

7. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
pada Sub Bidang pemberdayaan sosial budaya masyarakat;

8. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan
manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;

9. melaksanakan kegiatan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif
masyarakat;

10. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;

11. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran
masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

12.melaksanakan...130
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melaksanakan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan
perdesaan;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
peningkatan kesejahteraan sosial;

menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan daerah urusan pemberdayaan sosial
budaya masyarakat;

menyiapkan bahan-bahan kebijakan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria
dan prosedur di Bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial
budaya masyarakat;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan
lembaga adat dan budaya;

melaksanakan kegiatan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan
budaya;

melaksanakan kegiatan = monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan
lembaga adat dan budaya;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
gerakan PKK;

melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK;

melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan
PKK;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
kesejahteraan sosial;

melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan kesejahteraan sosial;

melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kesejahteraan sosial;

mendokumentasikan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja ;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

Paragraf 1
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 59

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengoordinasikan, = mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan  urusan
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan
teknologi tepat guna;

b. pengelolaan urusan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat
guna;

C. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat dan teknologi tepat guna;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan operasional pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi
tepat guna sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
dalam rangka kelancaran tugas;

3. menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPIJMD Bidang pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna sebagai bahan penyusunan RPJIPD
dan RPIMD Kabupaten;

4. menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
Bidang urusan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

5. menghimpun bahan-bahan LKP] tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
Bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

6. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang urusan pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna yang akan dikoordinasikan oleh
Sekretariat sebagai pertanggungjawabanKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana kepada Bupati;

7. mengelola dan menganalisa urusan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan
teknologi tepat guna;

8. menyusun bahan-bahan penetapan kebijakan daerah Bidang pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

9. merencanakan operasional pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi
tepat guna;

10. menyelenggarakan koordinasi  dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan
ekonomi penduduk miskin di lingkup bidang pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat dan teknologi tepat guna;
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merencanakan operasional pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di lingkup
bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di lingkup bidang pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

menyelenggarakan  koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan
usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di lingkup bidang pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

merencanakan operasional pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok
masyarakat di lingkup bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan
teknologi tepat guna;

membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di lingkup
bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

menyelenggarakan koordinasi  dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan
lembaga keuangan mikro perdesaan di lingkup bidang pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

merencanakan operasional pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di
lingkup bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat
guna;

membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di lingkup bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan
produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di lingkup bidang pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

merencanakan operasional kegiatan pengembangan produksi dan pemasaran hasil
usaha masyarakat di lingkup bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan
teknologi tepat guna;

membagi tugas monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan
produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di lingkup bidang pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan
pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di lingkup bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

merencanakan operasional kegiatan pengembangan pertanian pangan dan
peningkatan ketahanan pangan masyarakat di lingkup bidang pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

membagi tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat
di lingkup bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat
guna;

menyusun bahan-bahan penetapan kebijakan daerah di lingkup bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

merencanakan operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi
lingkungan di lingkup bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan
teknologi tepat guna;

meny